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Keberhasilan ini men-
jadi bagian dari upaya 
panjang pemerintah da-
lam mendorong digital-
isasi dan keteraturan data 
kependudukan. Secara na-
sional, program KIA mu-

Baubau Lampaui Target Nasional 
Penerbitan 32 Ribu Kartu 

Identitas Anak, Masuk Peringkat 
Kedua di Sultra

BAUBAU, BP-Kota Baubau mencatat kemajuan sig-
nifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan 
setelah pencapaian penerbitan Kartu Identitas Anak 
(KIA) menembus angka 65,09 persen. Capaian tersebut 
bukan hanya memenuhi target nasional sebesar 60 pers-
en, tetapi juga mengantarkan Baubau sebagai pering-
kat kedua tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 
2025.

 O P I N I

P e r t u m b u h a n 
ekonomi tidak hanya 
berbicara melalui ang-
ka. Di Kabupaten Buton 
Selatan, pertumbuhan 
itu hadir dalam cerita 
masyarakatnya, tentang 
tangan-tangan yang 
bekerja, harapan akan 
penghidupan yang leb-
ih baik, dan perjuangan 
yang terus dilanjutkan 
demi kehidupan yang 
lebih layak.

Ekonomi daerah hid-
up ketika nelayan be-
rangkat melaut sebelum 
matahari terbit, ketika 
petani mengolah lahan 
dengan harapan panen 
yang baik, ketika ibu-ibu 
membuka usaha kecil di 

Di Balik Angka, Ada Kehidupan:  Kisah 
Ekonomi Buton Selatan

Oleh: 
Wiwi Siu Kaimudin, SE, M.Si

Statistisi Ahli Muda  BPS 
Kabupaten Buton Selatan.

rumah, dan ketika pemer-
intah daerah menggerak-
kan pembangunan. Semua 
aktivitas itu kemudian 
dirangkum dalam satu in-
dikator yang sering kita 

dengar dengan sebutan 
pertumbuhan ekonomi.

Data Badan Pusat 
Statistik mencatat bah-
wa pada tahun 2024 per-
ekonomian Kabupaten 
Buton Selatan tumbuh 
sebesar 4,84 persen. An-
gka ini menunjukkan 
bahwa roda ekonomi ter-
us berputar. Namun, per-
tanyaan yang lebih pent-
ing bukanlah seberapa 
tinggi angka itu, melain-
kan seberapa jauh per-
tumbuhan tersebut dira-
sakan dalam kehidupan 
masyarakat. Dari pertum-
buhan tersebut, sebesar 
33,71 persen disumbang-
kan oleh sektor perta-

BUTON SELATAN, 
BP-Pemerintah Kabupat-
en Buton Selatan (Busel) 
memastikan pembangu-
nan Kantor Bupati definitif 
akan mulai dilaksanakan 
pada tahun anggaran 
2026. Proyek tersebut 
akhirnya diprioritaskan 
dan masuk dalam program 
strategis pemerintah Busel 
di bawah kepemimpinan 
Bupati H. Muh Adios, 
S.Sos, dimana setelah leb-
ih dari satu dekade daerah 
itu berdiri tanpa gedung 
pusat pemerintahan yang 
permanen. 

Keputusan tersebut 
muncul di tengah kebi-
jakan efisiensi anggaran 
nasional dan penyesuaian 
Dana Transfer ke Daerah 
(TKD). Namun pemerin-
tah daerah menegaskan 
pembangunan kantor bu-
pati tetap harus direal-

Penantian 11 Tahun, Akhirnya Buton Selatan 
Mulai Bangun Kantor Bupati pada 2026, La Ode 

Harwanto:Ini Program Strategis Pemerintah Busel 
Dibawah Kepemimpinan Bupati H Muh Adios

Laporan: Firman isasikan karena menyang-
kut pelayanan publik dan 
identitas kelembagaan pe-
merintahan daerah.

Sekretaris Daerah 
Buton Selatan, La Ode 
Harwanto, S.Pd., M.Pd., 
menyampaikan bahwa 
pembangunan ini mer-
upakan amanat strate-
gis pemerintah daerah 
di bawah kepemimpinan 
Bupati H. Muh. Adios, 
S.Sos. Menurutnya, mas-
yarakat sudah terlalu lama 
menunggu hadirnya kan-
tor bupati yang layak. “Ini 
adalah doa masyarakat se-
lama 11 tahun. Insya Allah 
2026 kita mulai pemban-
gunannya,” ujarnya.

Rencana pembangunan 
tersebut diputuskan meng-
gunakan skema pem-
biayaan multiyears selama 
tiga tahun. Opsi ini dipilih 
karena kemampuan fiskal 
daerah yang terbatas serta 
kebijakan penghematan 

anggaran di level nasion-
al. “Dari sisi hukum dan 
prosedur, semuanya sudah 
terpenuhi dan telah disepa-
kati oleh seluruh anggota 
DPRD,” kata Harwanto.

Lokasi pembangu-
nan ditetapkan di Laom-
po, Kecamatan Batauga. 
Penetapan tersebut bukan 
tanpa dasar. Undang-Un-
dang Nomor 16 tentang 
Pembentukan Kabupaten 
Buton Selatan telah men-
etapkan Batauga sebagai 
ibu kota kabupaten. Se-
cara geografis, wilayah itu 
berada pada titik strategis 
yang menghubungkan tu-
juh kecamatan di Busel.

Harwanto menambah-
kan bahwa penentuan lo-
kasi sudah melalui kajian 
teknis oleh Dinas PUPR. 
Kajian itu mencakup anal-
isis kontur tanah, kondisi 
geologi, hingga aspek es-

BAUBAU,BP-Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPTSP) Kota 
Baubau menerapkan per-
syaratan tambahan di 
luar sistem perizinan on-
line bagi Tempat Hiburan 
Malam (THM). Kebija-
kan ini ditempuh untuk 
mencegah konflik sosial 
serta memastikan kegiatan 

Cegah Konflik Warga, Baubau Terapkan 
Aturan Tambahan untuk Izin Tempat 

Hiburan Malam

usaha tidak menimbulkan 
keberatan dari masyarakat 
sekitar.

Langkah tersebut 
menjadi penting mengin-
gat pertumbuhan sektor 
hiburan di sejumlah kota 
sering kali berpotensi 
memicu gesekan sosial. 
Dalam konteks nasional, 
berbagai daerah seperti 
Bandung dan Surabaya 
pernah menetapkan atur-
an serupa pada 2017-2020 

guna menjaga ketertiban 
lingkungan. Secara glob-
al, kota-kota besar seper-
ti Seoul dan Tokyo juga 
menerapkan izin berlapis 
untuk mencegah gangguan 
keamanan malam hari.

Kepala Bidang Pe-
layanan dan Perizinan 
DPMPTSP Kota Baubau, 
Muhammad Husni, men-
gatakan penerapan per-
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Kisah Ekonomi Buton Selatan

lai digencarkan sejak 
2016 sebagai langkah 
untuk menyelaras-
kan sistem identitas 
penduduk sejak dini, 
mengikuti praktik di 
sejumlah negara sep-
erti Korea Selatan 
dan Jepang yang lebih 
dulu menerapkan kar-
tu identitas anak ber-
skala nasional.

Kepala Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sip-
il (Dukcapil) Kota 
Baubau, Arif Basari, 
menjelaskan bahwa 
jumlah anak di kota 
tersebut mencapai 
49.744 jiwa. Dari total 
itu, sebanyak 32.380 
anak telah memiliki 
KIA. “Kita sudah be-
rada di atas standar 
yang ditetapkan pu-
sat, dan ini menjadi 
bukti pelayanan ad-
ministrasi di Baubau 
semakin cepat dan 
tepat,” ujarnya, Rabu 
(4/2/2025).

Di wilayah Su-
lawesi Tenggara, 
Baubau berada satu 
tingkat di bawah Ka-
bupaten Konawe 
Utara yang lebih da-
hulu menembus target 
nasional. Pencapaian 
ini juga mencermink-
an meningkatnya ke-
sadaran masyarakat 
terkait pentingnya 
identitas kependudu-
kan bagi anak.

KIA sendiri mer-
upakan identitas re-

nian, kehutanan, dan 
perikanan, menun-
jukkan peran penting 
sektor primer dalam 
menopang ekonomi 
daerah.

Struktur ekonomi 
Buton Selatan ma-
sih sangat bertumpu 
pada sektor pertanian, 
kehutanan, dan per-
ikanan ,sektor yang 
menjadi sandaran 
hidup sebagian besar 
masyarakat. Di sinilah 
ekonomi daerah be-
nar-benar berdenyut. 
Ketika hasil panen 
baik dan laut mem-
beri hasil, harapan 
tumbuh. namun ketika 
harga jatuh atau distri-
busi terhambat, beban 
hidup terasa semakin 
berat

Ekonomi yang 
tumbuh memerlu-
kan kebijakan yang 
mampu menghubung-
kan produksi dengan 
kesejahteraan. Tanpa 
penguatan di tingkat 
daerah, manfaat ak-
tivitas ekonomi ber-
isiko dinikmati di 
luar wilayahnya. Per-
an kebijakan menja-
di penting agar nilai 
yang dihasilkan tetap 
berputar di daerah dan 
dirasakan langsung 
oleh masyarakat.

Kondisi sosial mas-
yarakat Kabupaten 
Buton Selatan tercer-
min dari perkemban-
gan angka kemiskinan 
yang selalu berkaitan 
erat dengan dinamika 
jumlah penduduk. Ber-
dasarkan hasil proyek-
si, jumlah penduduk 
Kabupaten Buton Se-
latan pada tahun 2024 
tercatat sekitar 101.190 
jiwa, dan mening-
kat menjadi sekitar 
102.790 jiwa pada ta-
hun 2025.

Pada tahun 2024, 
jumlah penduduk mi-
skin mencapai sekitar 

Penantian 11 Tahun, Akhirnya Buton Selatan 
Mulai Bangun Kantor Bupati pada 2026, 

La Ode Harwanto:Ini Program Strategis Pemerintah Busel 
Dibawah Kepemimpinan Bupati H Muh Adios

tetika kawasan. “Yang 
paling penting adalah 
kaidah hukum su-
dah jelas dan kajian 
teknisnya kuat,” te-
gasnya.

Dari sisi aksesibil-
itas, lokasi Laompo 
dinilai strategis karena 
dekat dengan pelabu-
han utama di Batauga. 
Akses transportasi ini 
mempermudah mas-
yarakat dari wilayah 
kepulauan seperti 
Batu Atas untuk men-
gurus pelayanan pe-
merintahan. Menurut 
Harwanto, “Fungsi 
utama kantor bupati 
adalah pelayanan, dan 
lokasi ini mendukung 
itu.”

Cegah Konflik Warga, Baubau Terapkan Aturan 
Tambahan untuk Izin Tempat Hiburan Malam

syaratan tambahan 
dilakukan berdasar-
kan evaluasi lapangan 
serta tingginya sen-
sitivitas masyarakat 
terhadap keberadaan 
THM. “Izin tempat 
hiburan cukup sensi-
tif. Karena itu, kami 
tidak ingin setelah 
izin keluar muncul 

penolakan dari war-
ga,” ujarnya saat 
ditemui di Kantor 
DPMPTSP Baubau, 
Rabu (4/2/2025).

Ia menjelaskan 
bahwa sistem perizin-
an secara nasional tel-
ah lebih banyak ber-
basis digital melalui 
Online Single Sub-

mission (OSS). Na-
mun, kebijakan teknis 
di tingkat daerah tetap 
memungkinkan adan-
ya syarat tambahan jika 
dianggap penting un-
tuk menjaga ketertiban. 
“Meski sistem online 
tidak mewajibkan be-
berapa dokumen, kami 
tetap meminta secara 

administratif melalui 
komunikasi langsung 
dengan pemohon,” ka-
tanya.

Salah satu syarat 
yang diwajibkan ada-
lah penyampaian do-
kumentasi lingkungan 
sekitar lokasi usaha se-
belum izin difinalisasi. 
Pemohon harus menye-

diakan foto tampak 
depan, belakang, dan 
samping bangunan, 
termasuk rumah-ru-
mah yang berdekatan. 
“Minimal dua rumah 
pada satu sisi dan tiga 
rumah di sisi lainnya 
harus terlihat dalam 
dokumentasi. Ini untuk 
memetakan kondisi se-
benarnya di lapangan,” 
jelas Husni.

Ia menegaskan bah-
wa proses pengajuan 
izin tetap dapat dilaku-
kan melalui sistem 
OSS. Namun, izin ti-
dak akan diterbitkan 
sebelum seluruh pers-
yaratan tambahan ter-
penuhi. “Secara sistem, 
pemohon mungkin 
sudah lolos tahap veri-
fikasi. Tapi bagi kami, 
izin belum selesai se-
belum syarat tambah-
an kami penuhi. Ujung 
keputusan tetap di DP-
MPTSP,” tegasnya.

Kebijakan ini juga 
diberlakukan pada 
proses perpanjangan 
izin. Bahkan, pelaku 
usaha yang sebel-
umnya tidak diminta 
melampirkan dokumen 
tambahan pada izin 

awal kini tetap diwa-
jibkan memenuhinya. 
DPMPTSP menilai hal 
tersebut sejalan dengan 
kebutuhan pengawasan 
yang lebih ketat terh-
adap usaha yang ber-
potensi mempengaruhi 
kondisi sosial mas-
yarakat.

Pengetatan seperti 
ini bukan hal baru da-
lam regulasi perizinan. 
Pada 2019, Kemen-
terian Dalam Negeri 
pernah mengeluar-
kan surat edaran yang 
mendorong pemerin-
tah daerah melakukan 
pengawasan ekstra 
terhadap sektor hibu-
ran guna mencegah 
peredaran narkotika, 
perdagangan manusia, 
dan gangguan keterti-
ban umum. Di tingkat 
internasional, sejumlah 
kota di Eropa seper-
ti Berlin menerapkan 
zona khusus untuk ak-
tivitas malam sebagai 
bagian dari manajemen 
risiko sosial.

Menurut Husni, 
tambahan syarat ini 
juga menjadi bentuk 
tanggung jawab pe-
merintah daerah dalam 

menciptakan iklim us-
aha yang aman namun 
tetap kondusif. “Kami 
menjaga keseimban-
gan antara kepentingan 
pelaku usaha dan ken-
yamanan masyarakat. 
Itu prinsip utama 
kami,” ujarnya.

Ia memastikan 
kebijakan ini bukan 
untuk mempersulit 
pelaku usaha, melain-
kan mencegah masalah 
jangka panjang. Selain 
itu, mekanisme dialog 
langsung antara dinas 
dan pemohon mem-
buat komunikasi lebih 
terbuka dan potensi 
miskomunikasi dapat 
diminimalisir.

DPMPTSP Bau-
bau berharap kebi-
jakan tersebut dapat 
meningkatkan kualitas 
pemetaan sosial sebe-
lum izin diterbitkan 
sehingga pelaku usaha 
mengetahui risiko ser-
ta kewajiban yang ha-
rus dipenuhi. Dengan 
demikian, keberadaan 
THM di Baubau tetap 
dapat berjalan secara 
tertib, aman, dan sesuai 
koridor hukum.(*)

smi bagi anak usia 
nol hingga 17 tahun 
kurang satu hari. Do-
kumen ini memiliki 
fungsi serupa kar-
tu identitas nasional 
dewasa dan menjadi 
dasar penting dalam 
berbagai layanan pub-
lik. “Anak yang be-
lum genap 17 tahun 
tetapi sudah berkuli-
ah atau bersekolah di 
luar daerah tetap bisa 
menggunakan KIA 
sebagai identitas val-
id,” terang Arif.

Capaian Baubau 
tahun 2025 disebut 
sebagai salah satu 
peningkatan tertinggi 
dalam lima tahun tera-
khir. Hal ini tidak ter-
lepas dari penyediaan 
sarana pencetakan 
yang kini jauh lebih 
memadai dibanding-
kan periode awal im-
plementasi KIA. Pada 
tahun berjalan, Duk-
capil Baubau mence-
tak lebih dari 13 ribu 
kartu.

Manfaat KIA men-
cakup berbagai keper-
luan administrasi, mu-
lai dari pendaftaran 
sekolah, pembukaan 
rekening tabungan 
anak, layanan keseha-
tan, hingga kebutuhan 
perjalanan. Dokumen 
ini juga krusial dalam 
kondisi darurat. “Jika 
seorang anak men-
galami musibah dan 
ditemukan memba-
wa KIA, data identi-
tas dan orang tuanya 

langsung bisa ditelu-
suri,” jelasnya.

Pada level inter-
nasional, penggunaan 
kartu identitas anak 
merupakan standar 
global yang telah dit-
erapkan antara lain 
di negara-negara Uni 
Eropa. Sebagian be-
sar sistem adminis-
trasi modern mengin-
tegrasikan data anak 
sejak kelahiran untuk 
memudahkan akses 
jaminan sosial, pendi-
dikan, dan pelayanan 
publik lainnya.

Untuk persyaratan 
penerbitan, anak usia 
0 - 5 tahun cukup 
membawa Kartu Kel-
uarga tanpa pas foto. 
Sementara anak usia 
5 hingga 17 tahun ku-
rang satu hari wajib 
melampirkan foto be-
rukuran 2x3 atau 3x4. 
Foto dalam Kartu ini 
memiliki perbedaan 
warna berdasarkan ta-
hun kelahiran, yakni 
merah untuk kelahiran 
ganjil dan biru untuk 
kelahiran genap.

Proses pencetakan 
KIA di Baubau dapat 
diselesaikan dalam 
satu hari, selama sa-
rana pendukung ter-
sedia. Kecepatan 
layanan ini sekaligus 
memperkuat integra-
si data kependudukan 
anak dalam sistem na-
sional yang telah ter-
hubung dengan identi-
tas digital.

Selain menerbit-
kan KIA, Dukcapil 
Baubau juga mem-
berikan tiga dokumen 
sekaligus ketika ada 
pengurusan admin-
istrasi anak, yaitu 
Kartu Keluarga baru, 
Akta Kelahiran, dan 
KIA. Jika penguru-
san dilakukan untuk 
anak kedua namun 
anak pertama belum 
memiliki KIA, maka 
keduanya langsung 
dicetak bersamaan.

Tahun 2026, Bau-
bau dipastikan ma-
sih memiliki stok 
blangko yang cuk-
up dari pengadaan 
2025. “Kami baru 
akan melakukan pen-
gadaan tambahan jika 
stok yang ada sudah 
menipis,” kata Arif.

Ia berharap seluruh 
anak di Kota Baubau 
dapat memiliki KIA 
sebagai bagian dari 
tata kelola penduduk 
yang akurat. “Target 
kami jelas, seluruh 
sekitar 49 ribu anak 
di Baubau harus ter-
data melalui KIA,” 
tegasnya.

Upaya ini seka-
ligus menjadi bagian 
dari transformasi ad-
ministrasi Indonesia 
menuju sistem iden-
titas tunggal yang ter-
integrasi penuh secara 
digital, sejalan den-
gan reformasi kepen-
dudukan global.(*)

Penyusunan ang-
garan pembangunan 
telah dibahas sejak 
2025 melalui Tim 
Anggaran Pemerin-
tah Daerah (TAPD). 
Pemerintah awalnya 
menargetkan proyek 
rampung dalam dua 
tahun, namun revi-
si dilakukan untuk 
menyesuaikan realitas 
fiskal. Perpanjangan 
durasi pembangunan 
menjadi tiga tahun 
diharapkan membuat 
perencanaan lebih 
matang.

Secara historis, 
Indonesia bukan kali 
pertama menerapkan 
skema multiyears un-
tuk pembangunan ge-

dung pemerintahan. 
Kompleks Parlemen 
di Senayan misaln-
ya, dibangun secara 
bertahap sejak 1965 
hingga 1983 karena 
keterbatasan angga-
ran. Di tingkat global, 
Malaysia menerap-
kan pola serupa saat 
membangun pusat pe-
merintahan Putrajaya 
pada awal 1990-an 
yang rampung dalam 
beberapa tahap dan 
bertahun-tahun.

Pemerintah Bu-
ton Selatan berharap 
keberadaan kantor 
bupati dapat mening-
katkan kualitas pe-
layanan publik serta 
memperkuat identitas 

kelembagaan daerah 
otonom. Gedung pe-
merintahan yang rep-
resentatif, menurut 
banyak studi tata kelo-
la pemerintahan glob-
al, memiliki korelasi 
dengan efektivitas 
layanan dan efisiensi 
birokrasi.

Dengan dimu-
lainya pembangunan 
pada 2026, pemerin-
tah daerah meminta 
dukungan seluruh 
lapisan masyarakat. 
“Ini proyek bersama, 
bukan hanya pemer-
intah. Kami berharap 
dukungan masyarakat 
agar pembangunan 
berjalan lancar,” ujar 
Harwanto menutup 
wawancara.(*)

11.500 jiwa, dengan 
persentase penduduk 
miskin berada pada kis-
aran 14,28 persen. Seta-
hun kemudian, kondisi 
tersebut menunjukkan 
perbaikan. Persen-
tase penduduk mi-
skin menurun menjadi 
13,64 persen pada ta-
hun 2025. Penurunan 
sebesar 0,64 poin 
persentase ini setara 
dengan berkurangnya 
sekitar 500 jiwa pen-
duduk miskin, sehing-
ga jumlah penduduk 
miskin pada tahun 
2025 tercatat sekitar 11 
ribu jiwa.

Artinya, ada mas-
yarakat yang mulai 
bangkit, tetapi ada 
pula yang masih ber-
juang keras agar tidak 
kembali terjatuh. Data 
kedalaman dan kepar-
ahan kemiskinan yang 
menurun memberi 
harapan bahwa kondisi 
kelompok miskin per-
lahan membaik. Na-
mun harapan itu perlu 
dijaga agar tidak pad-
am oleh tekanan harga 
dan keterbatasan akses 
ekonomi.

Pola pertumbuhan 
ekonomi Buton Selatan 
juga mengajarkan kita 
satu hal penting pem-
bangunan membutuh-
kan ritme yang konsis-
ten. Aktivitas ekonomi 
cenderung melambat 
di awal tahun, seiring 
dengan belum optimal-
nya realisasi belanja 
dan kegiatan pemba-
ngunan. Ketika pro-
gram mulai berjalan, 
ekonomi ikut bergerak. 
Ini menunjukkan bah-
wa setiap keputusan, 
setiap percepatan, dan 
setiap keberpihakan 
kebijakan memiliki 
dampak nyata bagi ke-
hidupan masyarakat.

Di sinilah data 
statistik menemukan 
maknanya. Angka-an-
gka yang disajikan 
BPS bukan untuk 

menghakimi, melain-
kan untuk mengingat-
kan, tentang apa yang 
sudah membaik dan 
apa yang masih perlu 
diperjuangkan. Data 
menjadi cermin agar 
pembangunan tidak ke-
hilangan arah dan tetap 
berpihak pada mereka 
yang paling membu-
tuhkan.

Ke depan, Sensus 
Ekonomi 2026 menja-
di momentum penting 
bagi Kabupaten Buton 
Selatan untuk memo-
tret denyut usaha dan 
kerja masyarakat se-
cara lebih utuh dan 
akurat. Ekonom peraih 
Nobel Simon Kuznets 
menegaskan pent-
ingnya pengukuran 
ekonomi yang tepat, 
sementara tokoh statis-
tik modern W. Edwards 
Deming menyatakan 
bahwa keputusan yang 
baik tidak mungkin 
lahir tanpa data yang 
baik. Oleh karena itu, 
partisipasi aktif pe-
merintah, pelaku us-
aha, dan masyarakat 
menjadi kunci untuk 
menghasilkan potret 
ekonomi yang tajam 
dan kebijakan yang te-
pat sasaran. Better data 
leads to better deci-
sions, karena data yang 
berkualitas adalah 
fondasi pembangunan 
yang berkelanjutan.

Dukungan bersa-
ma antara pemerintah 
daerah dan masyarakat 
menjadi kunci agar 
pembangunan tidak 
berjalan sendiri-sendi-
ri, melainkan tumbuh 
sebagai ikhtiar kolek-
tif. Ketika data dijad-
ikan pijakan, kebijakan 
dijalankan dengan ke-
berpihakan, dan mas-
yarakat terlibat secara 
aktif, Buton Selatan 
memiliki peluang be-
sar untuk melangkah 
menuju daerah yang 
kuat secara ekonomi, 
berdaya saing, dan 
bermartabat.(*)
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J A K A R T A , 
BP-Perdebatan men-
genai keberlanjutan 
ambang batas parlem-
en atau parliamentary 
threshold (PT) kemba-
li mengemuka di DPR 
seiring pembahasan 
revisi Undang-Undang 
Pemilu yang masuk 
Prolegnas 2026. Se-
jumlah partai politik 
memiliki pandangan 
beragam, mulai dari 
usulan penghapusan 
hingga kenaikan ang-
ka ambang batas.

Ambang batas par-
lemen merupakan 
persentase minimal 
perolehan suara nasi-
onal yang wajib diraih 
partai politik untuk 
dapat menempatkan 
wakilnya di DPR. Wa-
cana penghapusann-
ya kembali mendapat 
sorotan setelah dinilai 
berdampak pada rep-
resentasi suara pemi-
lih.

Partai Demokrat 
menjadi salah satu 
partai yang menya-
takan belum mengam-
bil sikap resmi. Sek-
retaris Jenderal Partai 
Demokrat Herman 
Khaeron menyebut 
fraksi masih mengkaji 
opsi yang tersedia. Na-
mun, ia secara pribadi 
menilai ambang batas 
tetap diperlukan.

Partai-Partai di DPR Beda Arah Soal 
Penghapusan Parliamentary Threshold

Laporan: Hamid Menurut Herman, 
keberadaan PT penting 
untuk menjaga penye-
derhanaan jumlah par-
tai politik di parlemen. 
Ia menegaskan besa-
ran PT akan ditetapkan 
melalui kesepakatan 
antara DPR dan pemer-
intah, sesuai putusan 
Mahkamah Konstitu-
si yang menyerahkan 
teknis penentuannya 
kepada pembentuk un-
dang-undang.

Berbeda den-
gan Demokrat, Par-
tai Amanat Nasional 
(PAN) secara tegas 
mendorong pengha-
pusan PT. Wakil Ket-
ua Umum PAN Eddy 
Soeparno menilai am-
bang batas selama ini 
menyebabkan jutaan 
suara pemilih tidak 
terkonversi menjadi 
kursi di DPR. PAN, 
yang memiliki 48 kur-
si, juga konsisten men-
gusulkan penghapusan 
ambang batas pemili-
han presiden.

PDI Perjuangan 
mengambil posisi se-
baliknya. Sekjen PDIP 
Hasto Kristiyanto me-
negaskan partainya 
menolak penghapusan 
PT dan menilai me-
kanisme tersebut pent-
ing untuk konsolidasi 
demokrasi, terutama 
dalam sistem presi-
densial. Meski begitu, 
PDIP masih mengkaji 

kemungkinan penye-
suaian besaran angka 
PT.

Golkar juga meno-
lak wacana pengha-
pusan. Sekjen Golkar 
M. Sarmuji menye-
but PT adalah instru-
men demokratis untuk 
mendorong penye-
derhanaan sistem 
kepartaian. Ia menilai 
penghapusan PT jus-
tru berpotensi men-
ciptakan sistem mul-
tipartai ekstrem yang 
menghambat efektivi-
tas pemerintahan.

Di sisi lain, PKB 
menyatakan kekhawa-
tiran bahwa penghapu-
san PT akan membuat 
jumlah partai di par-
lemen semakin ban-
yak. Anggota Komisi 
II dari PKB, Muham-
mad Khozin, menilai 
usulan tersebut sah 
sebagai bagian dari 
diskursus revisi UU 
Pemilu, namun bukan 
pilihan ideal untuk 
menjaga stabilitas ide-
ologis fraksi.

PKS menegaskan 
bahwa PT masih dibu-
tuhkan untuk menjaga 
stabilitas politik dan 
efektivitas pemerin-
tahan. Sekjen PKS M. 
Kholid menyebut PT 
berperan penting men-
gurangi fragmentasi 
berlebihan di parle-
men sehingga proses 

legislasi tetap efektif.
Partai NasDem 

bahkan mengusulkan 
agar ambang batas 
parlemen dinaikkan. 
Ketua Komisi II DPR 
dari NasDem, M. 
Rifqinizamy Karsayu-
da, menyebut angka 
moderat berada di kis-
aran 6â€“7 persen dan 
dapat diberlakukan 
hingga tingkat provin-
si serta kabupaten/
kota. Ia menilai pen-
guatan struktur partai 
menjadi konsekuensi 
dari penerapan PT.

Sementara itu, Par-
tai Gerindra belum 
menyatakan sikap re-
smi terkait masa de-
pan PT. Ketua Harian 
Gerindra Sufmi Dasco 
Ahmad mengatakan 
partainya masih meny-
usun berbagai simulasi 
dan mencermati ma-
sukan publik selama 
pembahasan awal re-
visi UU Pemilu ber-
langsung di DPR.

Dengan beragam 
sikap tersebut, pem-
bahasan mengenai 
ambang batas parlem-
en diperkirakan akan 
menjadi salah satu isu 
utama dalam pros-
es revisi UU Pemilu. 
Keputusan akhir akan 
sangat bergantung 
pada dinamika politik 
dan kesepakatan par-
tai-partai bersama pe-
merintah.(*)

JAKARTA-Penera-
pan ambang batas par-
lemen atau parliamen-
tary threshold dinilai 
Partai Demokrat se-
bagai mekanisme pent-
ing dalam menjaga 
kualitas kerja lemba-
ga legislatif. Pandan-
gan itu disampaikan 
Wakil Ketua Komisi 
III DPR RI dari Fraksi 
Demokrat, Dede Yu-
suf, saat menanggapi 
kembali mencuatnya 
usulan penghapusan 
ambang batas parlem-
en dalam pembahasan 
revisi Undang-Undang 
Pemilu.

Wacana tersebut 
muncul seiring pros-
es penyusunan RUU 
Pemilu yang sedang 
dibahas di Komisi II 
DPR. Sejumlah pihak 
mengusulkan agar 
ambang batas parlem-
en dihapus agar tidak 
ada suara rakyat yang 
terbuang. Namun, 
Demokrat melihat 
perlunya kajian lebih 
mendalam sebelum 
kebijakan itu diubah.

Dede menegaskan 
bahwa ambang batas 
parlemen merupakan 
praktik yang lazim dit-
erapkan dalam sistem 
pemilu proporsional di 
banyak negara dunia. 
Ia mengatakan pen-
erapan ambang batas 
biasanya berada pada 
kisaran 4 hingga 7 
persen, tergantung ke-
butuhan politik mas-
ing-masing negara.

“Ambang batas par-
lemen adalah sebuah 
keniscayaan yang ter-
jadi di seluruh dunia, 
kecuali Finland yang 
nol persen,” ujar Dede 

Ambang Batas Parlemen Dinilai Relevan, 
Demokrat Minta Kajian Matang

WACANA  peng-
hapusan ambang batas 
parlemen (parliamen-
tary threshold) menja-
di nol persen mendapat 
penolakan dari se-
jumlah fraksi besar di 
DPR. Penolakan dis-
ampaikan setelah isu 
revisi Undang-Undang 
Pemilu mulai dibahas 
menjelang agenda leg-
islasi tahun ini.

Penolakan terba-
ru datang dari Par-
tai Golkar, PKB, dan 

Mayoritas Fraksi DPR Menolak PT Nol Persen, Soroti 
Risiko Fragmentasi Politik

politik DPR terpecah 
terlalu luas. “Yang jelas 
menurut kami bahwa 
ambang batas tetap dib-
utuhkan,” ucapnya.

Kholid menambah-
kan, tanpa PT, proses 
legislasi dan pengam-
bilan keputusan bisa 
mengalami jalan buntu 
(deadlock) lantaran jum-
lah fraksi terlalu banyak 
dan tidak terkelola se-
cara efektif. PKS, katan-
ya, masih mengkaji apa-
kah angka empat persen 
yang berlaku saat ini 
perlu direvisi.

Dari Fraksi PKB, 
anggota Komisi II DPR 
Muhammad Khozin 
juga menolak gagasan 
nol persen. Ia menilai 
penghapusan ambang 
batas justru berpotensi 
melahirkan sistem mul-
tipartai ekstrem, bukan 
multipartai sederhana. 
Menurutnya, hal itu ti-
dak sejalan dengan spirit 
Mahkamah Konstitusi.

Khozin menegaskan 
Putusan MK Nomor 
116 /PUU-XXI /2023 
tidak memerintahkan 
penghapusan ambang 
batas parlemen. Putusan 
itu justru menekank-

di kompleks parlemen, 
Selasa (3/2).

Menurutnya, ke-
beradaan ambang 
batas membantu 
mencegah fragmenta-
si politik yang terlalu 
besar di parlemen. Ia 
menilai, tanpa regulasi 
tersebut, potensi mun-
culnya banyak fraksi 
dapat membuat peta 
kekuatan politik men-
jadi kabur.

“Kalau fraksinya 
terlalu banyak, kita 
bisa kesulitan melihat 
mana yang pendukung 
pemerintah dan mana 
yang menjadi oposi-
si,” katanya menam-
bahkan.

Secara historis, In-
donesia pernah men-
erapkan ambang ba-
tas parlemen sangat 
rendah, yakni 2,5 pers-
en pada Pemilu 2009. 
Namun, ketika aturan 
itu diberlakukan, se-
banyak 19 juta suara 
pemilih tetap tidak ter-
konversi menjadi kur-
si DPR karena tidak 
memenuhi batas mini-
mum. Catatan itu men-
jadi salah satu alasan 
mengapa Dede me-
nilai perlu ada evalua-
si matang jika ambang 
batas ingin ditiadakan.

“Karena kuncinya 
bukan pada PT-nya. 
Kita punya pengala-
man 2009, ketika 2,5 
persen saja 19 juta su-
ara terbuang,” ujarnya.

Di tingkat global, 
sejumlah negara Ero-
pa juga menerapkan 
ambang batas untuk 
mencegah parlemen 
menjadi terlalu gemuk. 
Jerman misalnya, me-
nerapkan threshold 5 
persen sejak 1953 un-

tuk menjaga stabilitas 
pemerintahan koalisi. 
Turki bahkan pernah 
menetapkan ambang 
batas 10 persen pada 
era 1980-an untuk 
mengurangi polarisasi 
pasca konflik politik.

Kendati demiki-
an, Dede menegaskan 
bahwa Demokrat be-
lum menetapkan sikap 
final dalam pembaha-
san RUU Pemilu. Ia 
menyebut fraksinya 
masih menanti hasil 
kajian dan dinamika 
pembahasan di Komi-
si II DPR. Menurut-
nya, keputusan yang 
diambil harus mem-
pertimbangkan stabil-
itas politik sekaligus 
efektivitas representa-
si rakyat.

“Saya mewakili 
Demokrat belum bisa 
mengambil keputusan 
apa pun karena kita 
masih menguji dulu,” 
kata Dede.

Ia menambahkan 
bahwa peningkatan 
partisipasi masyarakat 
dalam pemilu jauh 
lebih penting diband-
ing perdebatan men-
genai besar atau ke-
cilnya ambang batas. 
Baginya, suara rakyat 
hanya akan efektif 
jika tingkat partisipasi 
pemilih meningkat se-
cara signifikan.

Hingga kini, pem-
bahasan RUU Pemi-
lu masih terus ber-
langsung. Setiap 
fraksi diperkirakan 
akan menyampaikan 
sikap resmi setelah 
Daftar Inventarisasi 
Masalah (DIM) di-
tuntaskan. Keputusan 
akhir nantinya akan 
menentukan arah 
sistem perwakilan 
politik Indonesia di 
pemilu mendatang.
(a1)

PKS, yang menilai ke-
beradaan ambang batas 
masih relevan untuk 
menjaga stabilitas poli-
tik. Sikap ini mem-
perkuat pandangan 
PDIP yang lebih dulu 
menyatakan keberatan 
atas wacana penghapu-
san PT.

Sekretaris Jenderal 
Partai Golkar, Sarmuji, 
menegaskan partainya 
tetap memandang am-
bang batas sebagai in-
strumen penting bagi 
penyederhanaan sistem 

multipartai. “Angka 
nanti bisa dibicarakan 
ya, angkanya bisa dibic-
arakan berapa yang bisa 
disepakati bersama,” 
ujarnya di kompleks par-
lemen, Rabu (4/2).

Menurut Sarmuji, 
sistem multipartai seder-
hana merupakan model 
yang paling kompatibel 
dengan sistem presiden-
sial yang dianut Indo-
nesia. Ia menilai tanpa 
ambang batas parlem-
en, proses pengambilan 
keputusan politik ber-

potensi semakin terfrag-
mentasi. “Golkar pasti 
akan setuju pada instru-
men yang mendorong 
multipartai sederhana,” 
katanya.

Sementara itu, PKS 
menyampaikan argu-
mentasi berbeda namun 
selaras. Sekjen PKS Mu-
hammad Kholid menilai 
ambang batas diperlukan 
sebagai penopang efek-
tivitas pemerintahan. Ia 
menegaskan keberadaan 
PT mencegah sikap 

an penyelarasan sistem 
pemilu agar lebih pro-
porsional dan tetap men-
dorong penyederhanaan 
partai politik. “Isu uta-
manya adalah sistem 
pemilu yang proporsion-
al agar suara pemilih ti-
dak hilang,” jelas Khoz-
in.

Dalam konteks se-
jarah pemilu Indonesia, 
ambang batas parlemen 
mulai diterapkan pada 
Pemilu 2009 dengan an-
gka 2,5 persen. Angka 
ini kemudian mening-
kat menjadi 3,5 persen 
pada Pemilu 2014 dan 4 
persen pada Pemilu 2019 
serta 2024. Penerapan 
PT saat itu dimaksudkan 
untuk menyederhanakan 
jumlah partai di parle-
men, yang sebelumnya 
sempat mencapai lebih 
dari 20 partai pada era 
awal Reformasi.

Secara internasional, 
sejumlah negara juga 
menerapkan parliamen-
tary threshold sebagai 
mekanisme stabilitas 
politik. Jerman, misaln-
ya, menetapkan ambang 
batas 5 persen pasca 
Perang Dunia II untuk 
menghindari fragmenta-

si yang pernah melemah-
kan Republik Weimar. 
Turki bahkan menerap-
kan ambang batas 7 pers-
en untuk memastikan 
kekuatan parlemen tetap 
terstruktur.

Melihat pengalaman 
tersebut, DPR mem-
prediksi pembahasan 
RUU Pemilu tahun ini 
tidak akan menjadikan 
wacana penghapusan 
PT sebagai isu pokok. 
Fokus diperkirakan akan 
mengarah pada propor-
sionalitas sistem pemilu 
dan efektivitas represen-
tasi politik. Proses itu 
diharapkan menghasil-
kan formula baru yang 
sejalan dengan prinsip 
keadilan pemilih dan sta-
bilitas pemerintahan.

Hingga kini, frak-
si-fraksi yang menolak 
PT nol persen sama-sa-
ma membuka ruang 
kajian mengenai angka 
ideal, namun sepakat 
mempertahankan ke-
beradaan ambang batas. 
Pembahasan resmi di 
Komisi II dijadwalkan 
berlangsung dalam rang-
kaian agenda legislasi 
sepanjang tahun.(*)
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SULTRA, BP- 
Upaya menghad-
irkan kajian ilm-
iah yang objektif 
dalam merespons 
dinamika wacana 
publik mendorong 
Dinas Komunika-
si dan Informa-
tika (Kominfo) 
Provinsi Sulawesi 
Tenggara men-
jajaki kolaborasi 
strategis dengan 
Balai Bahasa Sul-
tra serta Univer-
sitas Halu Oleo 
(UHO).

Pelaksana Tu-
gas (Plt.) Kepala 
Dinas Komin-
fo Sultra, Andi 
Syahrir, menegas-
kan bahwa ruang 
publik saat ini 
dipenuhi berb-
agai narasi yang 
kerap memicu 
kebisingan in-
formasi, konflik 
tafsir, hingga po-
tensi disharmo-
ni sosial. Karena 
itu, menurutnya, 
pemerintah daer-
ah membutuhkan 
dukungan pan-
dangan akade-
mik yang jernih 
dan berbasis ilmu 
pengetahuan.

Sebagai tindak 
lanjut, Kominfo 
Sultra mengga-
gas pembentukan 
kelompok kerja 
(pokja) lintas in-
stitusi yang akan 
melibatkan Balai 
Bahasa, Fakul-
tas Hukum, dan 
Fakultas Ilmu Bu-
daya UHO. Pok-
ja ini dirancang 
menjadi wadah 
kajian, edukasi 
publik, serta anal-

Linguistik Forensik Jadi Fokus Kerja Sama 
Kominfo dan UHO

Laporan: Mashuri isis ilmiah terh-
adap persoalan 
kebahasaan dan 
wacana yang 
berkembang di 
media massa mau-
pun media sosial.

Gagasan terse-
but mendapat 
sambutan positif 
dari lingkungan 
akademik. Dekan 
Fakultas Ilmu Bu-
daya UHO, Dr. 
Akhmad Marhadi, 
S.Sos., M.Si., me-
nilai inisiatif ini 
sebagai langkah 
strategis yang 
relatif baru dan 
membuka ruang 
kontribusi aka-
demik yang lebih 
luas bagi dunia 
kampus dalam 
mendukung kebu-
tuhan pemerintah 
daerah.

“Kami sangat 
terbuka terhadap 
kolaborasi ini. Se-
lain bermanfaat 
bagi pengemban-
gan akademik, 
kerja sama ini 
juga dapat mem-
berikan kontribusi 
nyata bagi mas-
yarakat dan pe-
merintah daerah,” 
ujarnya.

Dukungan se-
rupa disampaikan 
Dekan Fakultas 
Hukum UHO, 
Dr. Guasman Ta-
tawu, S.H., M.H. 
Ia menyatakan 
bahwa dunia ak-
ademik memiliki 
tanggung jawab 
moral untuk ter-
libat dalam mem-
beri tafsir ilmiah 
terhadap isu-isu 
kebahasaan yang 
kerap bersinggun-
gan dengan perso-

alan hukum.
“Kami siap 

be rko l abo ra s i . 
Dalam praktik hu-
kum, tidak sela-
lu terdapat tafsir 
tunggal, sehingga 
dialog akademik 
menjadi sangat 
penting untuk me-
mahami isu secara 
lebih komprehen-
sif,” katanya.

Komitmen ker-
ja sama tersebut 
dibangun melalui 
rangkaian kun-
jungan kerja yang 
dilakukan Plt. 
Kadis Kominfo 
Sultra pada akh-
ir Januari 2026. 
Pada Senin, 27 
Januari 2026, 
Andi Syahrir me-
ngunjungi Balai 
Bahasa Provinsi 
Sulawesi Tengga-
ra, disusul kun-
jungan ke Fakul-
tas Hukum dan 
Fakultas Ilmu Bu-
daya UHO pada 
Selasa, 28 Januari 
2026.

Di Balai Ba-
hasa Sultra, Andi 
Syahrir disam-
but langsung oleh 
Kepala Balai 
Bahasa, Dewi 
Pridayanti, ber-
sama jajaran. Per-
temuan tersebut 
membahas pel-
uang kerja sama 
dalam penguatan 
kebijakan keba-
hasaan, termasuk 
pengembangan 
kajian linguistik 
forensik.

Dewi Pridayan-
ti menyampaikan 
bahwa Balai Ba-
hasa Sultra pada 
prinsipnya san-
gat terbuka terh-

adap kerja sama 
lintas lembaga, 
khususnya dalam 
mendukung pen-
ingkatan kualitas 
komunikasi pub-
lik pemerintah 
daerah.

Ia bahkan me-
negaskan bahwa 
Balai Bahasa Sul-
tra siap member-
ikan layanan ke-
bahasaan, seperti 
telaah dokumen, 
p e n d a m p i n g a n 
bahasa, hingga 
pelatihan kebaha-
saan kepada in-
stansi pemerintah 
tanpa dipungut bi-
aya.

Lebih jauh, 
Dewi berharap 
kolaborasi yang 
terbangun nan-
tinya tidak han-
ya berfokus pada 
linguistik foren-
sik, tetapi juga 
turut mendorong 
i m p l e m e n t a s i 
Trigatra Bangun 
Bahasa, yakni 
mengutamakan 
bahasa Indonesia, 
melestarikan ba-
hasa daerah, serta 
menguasai bahasa 
asing.

Melalui sin-
ergi antara pe-
merintah daerah 
dan dunia aka-
demik tersebut, 
Kominfo Sultra 
berharap dapat 
m e m p e r k u a t 
kualitas litera-
si publik serta 
menghadirkan 
ekosistem komu-
nikasi yang leb-
ih sehat, rasion-
al, dan berbasis 
keilmuan di ru-
ang publik digi-
tal.(*)

SULTRA, BP-Pe-
merintah Provinsi Su-
lawesi Tenggara me-
negaskan dukungan 
penuh terhadap Pro-
gram Sekolah Garu-
da melalui penguatan 
koordinasi dengan 
Kementerian Pendi-
dikan Tinggi, Sains, 
dan Teknologi Repub-
lik Indonesia. Komit-
men tersebut disam-
paikan dalam audiensi 
resmi di Gedung D 
Kementerian Diktisa-
intek, Jakarta, Senin 
(26/1/2026).

Dalam pertemuan 
itu, Gubernur Su-
lawesi Tenggara Andi 
Sumangerukka me-
maparkan kesiapan 
daerah untuk mem-
percepat pembangu-
nan fasilitas pendi-
dikan unggulan yang 
menjadi inti dari Pro-
gram Sekolah Garuda. 
Ia menekankan pent-
ingnya sinergi pusat 
dan daerah demi men-
ciptakan sumber daya 
manusia yang kom-
petitif. â€œPemerin-
tah Provinsi Sulawesi 
Tenggara mendukung 
sepenuhnya Program 
Sekolah Garuda kare-
na merupakan kebu-
tuhan masyarakat,â€  
ujar Andi.

Program Seko-
lah Garuda sendiri 
merupakan model 
pendidikan yang me-
nekankan kualitas ak-
ademik, karakter, dan 
pemanfaatan teknolo-
gi. Konsep sekolah 
unggulan semacam ini 
telah menjadi standar 
di beberapa negara, 
seperti Korea Selatan 
dan Finlandia, yang 
sejak dekade 1990-an 
menerapkan sistem 
pendidikan berba-
sis kompetensi untuk 
meningkatkan daya 
saing generasi muda.

Dalam audiensi 
tersebut, Mendiktisa-
intek RI Prof. Brian 
Yuliarto menyambut 
baik komitmen kuat 
Pemprov Sultra. Ia 

Akselerasi SDM: Sultra Perkuat 
Dukungan Pembangunan 

Sekolah Garuda

Laporan: Mashuri meminta agar penga-
wasan pembangunan 
dilakukan secara ketat 
untuk menjaga kuali-
tas dan keberlanjutan 
program. â€œKami 
berharap Pemprov Su-
lawesi Tenggara terus 
memantau keamanan 
serta pemberdayaan 
masyarakat lokal sela-
ma proses pembangu-
nan berjalan,â€  kata 
Brian.

Sebagai langkah 
awal, Pemprov Sul-
tra telah menyiapkan 
pembangunan seko-
lah unggulan untuk 
tingkat SD, SMP, dan 
SMA yang akan men-
jadi titik implementa-
si Sekolah Garuda di 
daerah. Pembangunan 
ini dirancang tidak 
hanya untuk menye-
diakan fasilitas mod-
ern, tetapi juga men-
dorong budaya belajar 
yang kreatif dan adap-
tif.

Selain itu, Pemprov 
Sultra juga meny-
iapkan empat SMA 
transformasi yang ma-
suk dalam skema pen-
guatan program terse-
but. SMA transformasi 
diharapkan menjadi 
pusat pengembangan 
kualitas akademik 
yang lebih maju di 
setiap kabupaten dan 
kota strategis.

Dukungan provinsi 
juga diperkuat melalui 
penyediaan beasiswa 
gratis bagi mahasiswa 
berprestasi. Pada tahap 
awal, Pemprov mene-
tapkan 100 mahasiswa 
sebagai penerima, den-
gan target total 1.000 
orang dalam bebera-
pa tahun mendatang. 
Beasiswa ini mencak-
up pendidikan di Per-
guruan Tinggi Negeri 
dalam negeri maupun 
luar negeri.

Gubernur Andi 
menjelaskan bahwa 
peningkatan kualitas 
sumber daya manusia 
adalah prioritas pem-
bangunan jangka pan-
jang Sulawesi Tengga-
ra. Program beasiswa 
telah menjadi strate-
gi nasional sejak era 

Presiden Soeharto 
pada awal 1980-an, 
ketika pemerintah mu-
lai mengirimkan pela-
jar Indonesia belajar 
ke Eropa dan Ameri-
ka untuk memperkuat 
kapasitas nasional.

Pemprov Sultra juga 
memastikan dukun-
gan infrastruktur fisik 
dengan memfasilitasi 
pelebaran jalan menu-
ju Sekolah Garuda di 
Kabupaten Konawe 
Selatan. Proyek itu 
direncanakan mulai 
dikerjakan pada Ma-
ret 2026. “Kami siap 
mendukung kebutuhan 
aksesibilitas agar pro-
gram ini berjalan efek-
tif,” tutur Gubernur.

Selain itu, pemer-
intah daerah mengu-
sulkan agar alumni 
Sekolah Garuda yang 
telah berhasil nantin-
ya kembali mengab-
di untuk membangun 
daerah. Konsep ini 
meniru sistem return 
service yang telah 
lama diterapkan di Je-
pang dan Singapura, di 
mana lulusan program 
unggulan diwajibkan 
berkontribusi kepada 
negara selama periode 
tertentu.

Mendikt isa intek 
Prof. Brian mene-
gaskan bahwa ke-
menterian akan terus 
berkoordinasi dengan 
Pemprov Sultra untuk 
memastikan pemba-
ngunan berjalan ses-
uai target. Ia bahkan 
menyampaikan ren-
cana kunjungan kerja 
ke Sulawesi Tenggara 
dalam waktu dekat. 
“Kami ingin melihat 
langsung progres pem-
bangunan di Kabupat-
en Konawe,” tegasnya.

Pertemuan antara 
keduanya diharapkan 
menjadi momentum 
kuat untuk mendorong 
visi pendidikan unggu-
lan di Sulawesi Teng-
gara. Dengan sinergi 
berkelanjutan antara 
pusat dan daerah, Pro-
gram Sekolah Garuda 
diproyeksikan menja-
di model pendidikan 
modern yang mampu 
melahirkan generasi 
masa depan yang kom-
petitif secara nasional 
maupun global.(*)
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BUTON SELA-
TAN, BP-Upaya 
peningkatan kual-
itas pembelajaran 
kembali menjadi 
prioritas SD Negeri 
1 Masiri, Kabupat-
en Buton Selatan, 
Sulawesi Teng-
gara, pada awal 
2026. Sekolah ini 
memaksimalkan 
dana Bantuan Op-
erasional Sekolah 
(BOS) Kinerja un-
tuk memperkuat 
kapasitas guru se-
bagai garda terde-
pan implementasi 
Kurikulum Merde-
ka.

Langkah tersebut 
selaras dengan arah 
kebijakan nasional 
yang menekankan 
penguatan sum-
ber daya manusia 
pendidikan setelah 
program Sekolah 
Penggerak resmi 
dihentikan pada 
2023. Pemerintah 
kemudian menga-
lihkan dukungan 
melalui BOS Kin-
erja yang secara na-
sional mulai diper-
luas sejak 2024.

Kepala SD 1 
Masiri, Jalaluddin 
S.Pd, menjelaskan 
bahwa dana BOS 
Kinerja yang diter-
ima sekolah pada 
tahun ini menca-
pai Rp22.500.000. 
Seluruh alokasi 
tersebut diarahkan 
sepenuhnya untuk 
peningkatan kom-
petensi guru, tan-
pa diperbolehkan 
digunakan untuk 
pengadaan sarana 
elektronik. “Dana 
ini memang fokus 

SDN 1 Masiri Buton Selatan Optimalkan 
KKA dan Pelatihan  Kompetensi Guru 

Melalui BOS Kinerja

Laporan:Firman BUTON, BP-Pe-
merintah Kabupat-
en Buton menggelar 
pencabutan lot bagi 
para pedagang yang 
akan menempati 
lapak di pasar semen-
tara Kaloko, Pasarwa-
jo, Rabu, 4 Februari 
2026. Acara tersebut 
dibuka oleh Sekretaris 
Daerah (Sekda) Bu-
ton, La Ode Syam-
sudin, S.Pd., M.Si, 
mewakili Bupati Bu-
ton, sebagai bagian 
dari proses penataan 
kembali aktivitas pas-
ar setelah kebakaran 
yang melanda Pasar 
Kaloko pada akhir 
2025.

Dalam agenda re-
smi tersebut, pemer-
intah menegaskan 
bahwa penataan pas-
ar menjadi salah satu 
prioritas daerah kare-
na pasar tradision-
al memiliki sejarah 
panjang sebagai pu-
sat aktivitas ekonomi 
masyarakat lokal. 
Di Indonesia, pasar 
rakyat telah menjadi 
penopang ekonomi 
sejak era kerajaan 
Nusantara, sementara 
secara global, konsep 
pasar terbuka bermula 
dari tradisi perdagan-
gan kuno di Mesopo-
tamia dan Tiongkok.

Sekda Buton da-
lam sambutannya me-
nekankan pentingnya 
menjaga semangat di 
tengah proses pemuli-
han ekonomi pascake-
bakaran. “Kepada 
ibu-ibu semua, tetap 
semangat. Rezeki itu 
akan datang dengan 
caranya sendiri dan 
tidak akan tertukar,” 
ujar Sekda.

Pemerintah daerah 
juga meminta seluruh 
pedagang untuk tidak 
terpengaruh informasi 
yang mengarah pada 
anggapan bahwa pe-
merintah tidak ber-
pihak kepada pelaku 
pasar. Menurut Sek-
da, pemerintah justru 

Pemkab Buton Undi 56 Lot Pasar 
Kaloko, Sekda Minta Pedagang Tetap 

Optimis

untuk kapasitas 
guru, bukan pem-
belian perangkat,” 
ujar Jalaluddin.

Ia menuturkan 
bahwa bentuk pela-
tihan yang wajib 
diikuti mencakup 
pembelajaran men-
dalam (deep learn-
ing) dan Komuni-
tas Belajar (KKA). 
Kegiatan pembe-
lajaran mendalam 
diikuti oleh tiga pe-
serta dari sekolah, 
yakni kepala seko-
lah dan dua guru. 
Sementara untuk 
KKA, satu guru 
kelas V menjadi 
perwakilan sesuai 
ketentuan program.

Pelatihan terse-
but bukan hanya 
formalitas, tetapi 
menjadi dasar bagi 
guru dalam mener-
apkan pendekatan 
belajar yang leb-
ih berpusat pada 
siswa. “Pendeka-
tan sekarang me-
nekankan kenya-
manan dan motivasi 
siswa. Maka gurun-
ya dulu yang harus 
siap,” kata Jalalud-
din memberi pene-
gasan.

I m p l e m e n t a -
si program sudah 
dimulai sejak Juli 
2025 dan terus ber-
lanjut hingga se-
mester dua tahun 
tersebut. Buku-
buku pendukung 
pembelajaran di-
beli sejak awal 
pelaksanaan pro-
gram agar kegiatan 
belajar dapat ber-
jalan optimal tanpa 
hambatan materi.

Menurut Jalalud-
din, rencana seko-

lah pada 2026 tetap 
mengikuti pola 
pembelajaran men-
dalam yang telah 
diterapkan. Kuri-
kulum Merdeka 
masih digunakan, 
namun dengan 
penyempurnaan 
proses belajar yang 
diintegrasikan da-
lam kegiatan intr-
akurikuler dan ek-
strakurikuler. Hal 
ini mirip dengan 
Proyek Penguatan 
Profil Pelajar Pan-
casila (P5), tetapi 
dengan fleksibilitas 
yang lebih besar 
pada pengaturan 
jam dan metode be-
lajar.

Dalam konteks 
global, tren pen-
didikan berbasis 
kompetensi dan 
pembelajaran men-
dalam juga berkem-
bang di berbagai 
negara. Beberapa 
sistem pendidikan 
seperti Finlandia 
dan Kanada telah 
lama menempatkan 
siswa sebagai pu-
sat pembelajaran. 
Pendekatan terse-
but kini menjadi 
rujukan banyak 
negara berkem-
bang, termasuk 
Indonesia, dalam 
memperkuat kual-
itas guru sebagai 
fasilitator belajar.

Untuk menjaga 
konsistensi pelak-
sanaan, SD 1 Ma-
siri menerapkan 
Hari Belajar Guru 
yang digelar seka-
li seminggu. Ke-
giatan ini menjadi 
ruang diskusi bagi 
seluruh guru untuk 
membahas kend-

ala, mengevaluasi 
praktik belajar, dan 
menyusun rencana 
pembelajaran beri-
kutnya. “Biasanya 
berlangsung satu 
sampai satu seten-
gah jam, tergan-
tung kesepakatan 
sekolah,” jelasnya.

Jalaluddin juga 
memastikan bahwa 
kelas VI kemun-
gkinan baru akan 
dilibatkan secara 
penuh pada tahun 
ajaran baru, yang 
dimulai sekitar 
Juli 2026. Hal ini 
menyesuaikan per-
siapan guru serta 
modul pembela-
jaran yang sedang 
diselaraskan.

Secara historis, 
Indonesia telah 
melakukan berb-
agai reformasi pen-
didikan sejak era 
Kurikulum Ber-
basis Kompetensi 
(KBK) 2004, Kuri-
kulum 2013, hingga 
Kurikulum Merde-
ka. Setiap kebija-
kan menekankan 
pentingnya kualitas 
guru sebagai faktor 
penentu keberhas-
ilan pembelajaran 
”sebuah prinsip 
yang juga menja-
di standar global 
UNESCO dalam 
agenda pendidikan 
dunia.

Melalui BOS 
Kinerja, SD 1 Ma-
siri berharap dapat 
mempertahankan 
kualitas pembelaja-
ran dan menjawab 
tuntutan perubahan 
sistem pendidikan. 
“Kami ingin me-
mastikan guru leb-
ih siap menghadapi 
dinamika pembela-
jaran di kelas” tut-
up Jalaluddin.(*)

Pewarta: Rahim memberikan perhatian 
penuh terhadap keber-
langsungan Pasar Ka-
loko. Ia menegaskan, 
“Pak Bupati selalu 
memantau perkem-
bangan pasar Kaloko 
meski sedang berada 
di Jakarta menghadiri 
Rakornas.”

Dalam pencabutan 
lot tersebut, sebanyak 
56 lapak resmi diun-
di. Lapak-lapak terse-
but terbagi dalam tiga 
segmen berdasarkan 
jenis dagangan. Seg-
men pertama terdiri 
atas 20 lapak peda-
gang sayur, segmen 
kedua berjumlah 28 
lapak untuk pedagang 
hasil bumi seperti um-
bi-umbian dan pisang, 
sedangkan segmen 
ketiga menampung 8 
lapak bagi pedagang 
jagung giling, pinang, 
tembakau, tahu, dan 
kerupuk.

Kepala Dinas Per-
dagangan Kabupat-
en Buton, Asruddin, 
S.Sos., M.Si, menyam-
paikan bahwa penem-
patan lapak dilakukan 
berdasarkan data yang 
dikumpulkan Dinas 
Perdagangan dari 
pedagang terdampak. 
“Setelah pencabutan 
lot ini, para pedagang 
sudah bisa menempa-
ti lapak masing-mas-
ing,” kata Asruddin 
menjelaskan.

Ia juga menambah-
kan bahwa pemerintah 
daerah masih meny-
iapkan penambahan 
lapak untuk menam-
pung seluruh pedagang 
eks kebakaran Pasar 
Kaloko. Penambahan 
tersebut dilakukan se-
cara bertahap sesuai 
kebutuhan lapangan.

Sebelum pencab-
utan lot dimulai, ke-
giatan diawali dengan 
pembacaan doa oleh 
Imam Desa Takimpo. 
Tradisi ini mencer-
minkan budaya lokal 
yang kerap melibatkan 
tokoh agama dalam 
kegiatan masyarakat, 

sebuah kebiasaan yang 
juga ditemukan di 
berbagai negara lain di 
Asia Tenggara dalam 
proses pembukaan ru-
ang usaha baru.

Dalam bagian lain 
sambutannya, Sekda 
Buton menegaskan 
pentingnya menja-
ga kesehatan sebagai 
faktor utama dalam 
menjalankan aktivitas 
perdagangan. “Saya 
titipkan pesan agar 
ibu-ibu tetap menjaga 
kesehatan,” ujarnya 
mengingatkan.

Selain mena-
ta lapak pedagang, 
Pemkab Buton juga 
meluncurkan program 
‘Rabu Belanja’ yang 
bertujuan meningkat-
kan interaksi ekonomi 
di wilayah Pasarwajo. 
Program tersebut se-
jalan dengan strategi 
banyak kota di dunia 
yang menumbuhkan 
aktivitas perbelanjaan 
harian untuk mengger-
akkan perekonomian 
lokal.

Pemerintah juga 
menerapkan kebijakan 
disiplin bagi Aparatur 
Sipil Negara (ASN), 
di mana seluruh ASN 
diwajibkan berada di 
kantor Takawa mulai 
pukul 08.00 sampai 
16.00 Wita. Kebija-
kan ini diharapkan 
mendorong ASN 
tinggal dan berbe-
lanja di wilayah 
Pasarwajo sehingga 
memicu pertumbu-
han ekonomi.

Pada penutupan 
acara, Sekda kem-
bali meminta para 
pedagang menerima 
hasil undian den-
gan lapang dada. 
Menurutnya, lokasi 
lapak tidak menen-
tukan keberhasilan 
usaha seorang ped-
agang. “Setelah lot 
ini jangan ada yang 
berkecil hati. Di de-
pan atau di belakang, 
rezeki itu tidak akan 
tertukar,” tegasnya.
(*)
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JAKARTA, BP- 
Pemerintah kembali 
menegaskan bahwa 
kanker dapat disem-
buhkan jika terdeteksi 
sejak dini. Peringatan 
ini disampaikan Ment-
eri Kesehatan RI Budi 
G. Sadikin di ten-
gah masih rendahn-
ya minat masyarakat 
melakukan skrining, 
meskipun fasilitas 
kesehatan kini sema-
kin lengkap.

Peringatan tersebut 
disampaikan Menkes 
saat membuka pun-
cak Hari Kanker Se-
dunia di SQuare One 
Function, Cilandak, 
Jakarta Selatan, Sela-
sa (4/2/2026). Dalam 
agenda ini, ia me-
nekankan bahwa keta-
kutan masyarakat ada-
lah hambatan terbesar 
dalam upaya penan-
ganan kanker secara 
optimal.

Menurut Budi, te-
knologi kesehatan 
yang semakin canggih 
membuat kanker bu-
kan lagi vonis menger-
ikan. â€œKanker bisa 
disembuhkan, sama 
seperti penyakit lain-
nya. Masyarakat tidak 
perlu takut memerik-
sakan diri,â€  tegasn-
ya di hadapan peserta 
acara.

Kementerian Kes-
ehatan mencatat, pe-
luang kesembuhan 
pasien kanker stadium 
awal dapat mencapai 
lebih dari 90 pers-
en, bergantung jenis 

400 Ribu Kasus Baru, Pemerintah 
Dorong Skrining Kanker Massal

Peliput: Lisna kanker. Hal ini sejalan 
dengan rekomendasi 
Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) yang 
sejak 2005 menekank-
an bahwa deteksi dini 
merupakan strategi 
global untuk menekan 
kasus kematian.

Dalam kesempatan 
terpisah, Dirjen Pen-
anggulangan Penyakit, 
Murti Utami, men-
yampaikan data yang 
menunjukkan urgensi 
skrining di Indonesia. 
Ia mengungkapkan 
bahwa 70 persen ke-
matian akibat kanker 
terjadi karena pasien 
datang terlambat ke 
fasilitas kesehatan.

“Terdapat sekitar 
400 ribu kasus baru 
setiap tahun. Ini bu-
kan sekadar angka, ini 
tentang masa depan 
keluarga,” ujar Ami, 
sapaan akrabnya. Ia 
menambahkan bahwa 
kanker payudara dan 
kanker leher rahim 
masih menjadi dua 
penyakit dengan beban 
tertinggi di Indonesia.

Secara historis, 
kanker payudara telah 
menjadi penyebab ke-
matian utama perem-
puan di berbagai nega-
ra. Data Global Cancer 
Observatory (GLOB-
OCAN) menunjukkan 
pada 2020 terdapat 
lebih dari 2,3 juta kasus 
baru kanker payudara 
di seluruh dunia. Tren 
tersebut juga terlihat di 
Indonesia dengan jum-
lah kasus yang terus 
meningkat dalam dua 
dekade terakhir.

Di tingkat pem-
biayaan, kanker ter-
masuk penyakit 

katastropik yang me-
merlukan anggaran 
besar. Pemerintah 
menanggung hingga 
Rp5,9 triliun setiap ta-
hun untuk perawatan 
pasien kanker. “Beban 
ini bukan hanya dira-
sakan negara, tetapi 
juga berdampak pada 
ekonomi keluarga,” 
kata Ami.

Dalam rangka 
menurunkan angka 
kematian dan beban 
biaya tersebut, pemer-
intah meluncurkan 
Rencana Aksi Nasi-
onal (RAN) Kanker 
Payudara. Program 
ini dipadukan dengan 
Cek Kesehatan Gratis 
yang menjadi prioritas 
pemerintahan Presi-
den Prabowo Subian-
to.

Melalui program 
tersebut, pemerintah 
menargetkan skrin-
ing 40 juta perem-
puan berusia di atas 
30 tahun di seluruh 
Indonesia. Namun ca-
paian ini masih jauh 
dari harapan. Menkes 
Budi mengungkapkan 
bahwa hanya 4 juta 
perempuan yang telah 
datang melakukan pe-
meriksaan.

“Dari total yang 
diskrining, sekitar 
1.700 teridentifikasi 
membutuhkan pen-
gobatan. Mayoritas 
kasus ini sebenarn-
ya bisa diselamatkan 
jika ditangani dengan 
cepat,” ujar Budi. Ia 
kembali mengajak 
masyarakat untuk ti-
dak menunggu geja-
la muncul sebelum 
melakukan pemerik-
saan.

Ketua Yayasan 

Kanker Payudara In-
donesia (YKPI), Linda 
Agum Gumelar, turut 
hadir dalam kegiatan 
tersebut dan menga-
presiasi upaya pemer-
intah. Sebagai peny-
intas kanker, Linda 
menekankan penting-
nya deteksi dini. “Jika 
ditemukan pada tahap 
awal dan diobati se-
cara medis, Anda pas-
ti akan sehat kembali. 
Saya buktinya,” ung-
kapnya.

Upaya skrining 
kanker sudah men-
jadi komitmen glob-
al. Sejak tahun 2000, 
komunitas interna-
sional memperingati 
Hari Kanker Sedunia 
sebagai momentum 
memperkuat edukasi 
pencegahan. Indonesia 
sendiri mulai mengin-
tensifkan program de-
teksi dini sejak awal 
2010-an melalui Pusk-
esmas yang kini telah 
dilengkapi alat ma-
mografi dan IVA test.

Meski begitu, tan-
tangan terbesar tetap 
berupa ketakutan, 
stigma, dan penyang-
kalan masyarakat. Ke-
menkes berkomitmen 
meningkatkan edukasi 
publik serta memper-
luas layanan skrining 
di seluruh daerah, ter-
masuk wilayah terpen-
cil.

Dengan agenda 
tersebut, pemerintah 
berharap angka ke-
matian akibat kank-
er di Indonesia dapat 
ditekan dalam beber-
apa tahun mendatang, 
sejalan dengan komit-
men global menurunk-
an beban kanker di 
seluruh dunia.(*)

J A K A R T A , 
BP-Pemerintah kem-
bali menegaskan 
pentingnya deteksi 
dini sebagai lang-
kah paling efektif 
dalam menurunk-
an risiko kematian 
akibat kanker. Im-
bauan tersebut dis-
ampaikan Menteri 
Kesehatan RI Budi 
Gunadi Sadikin da-
lam acara peringatan 
Hari Kanker Sedunia 
di RS Kanker Dhar-
mais, Jakarta, Rabu 
(04/02/2026).

Dalam kesem-
patan itu, Budi 
menyebutkan bahwa 
kemajuan teknolo-
gi medis selama 
dua dekade terakh-
ir membuat kanker 
tidak lagi menjadi 
vonis mematikan. Ia 
menekankan perlun-
ya mengubah persep-
si masyarakat bahwa 
pemeriksaan kanker 
adalah sesuatu yang 
menakutkan.

“Kanker seka-
rang itu bisa disem-
buhkan. Cancer is 
curable. Tidak perlu 
takut memeriksakan 
diri,” kata Budi, 
mengajak mas-
yarakat lebih berani 
melakukan skrining.

Menurut Menk-
es, deteksi kanker 
pada stadium awal 
dapat meningkatkan 
angka keberhasilan 
pengobatan hingga 
lebih dari 90 pers-
en, sebagaimana di-
tunjukkan berbagai 
studi internasional. 
Hal itu selaras den-
gan rekomendasi Or-
ganisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) yang 
menempatkan skrin-
ing sebagai strategi 
pertama pengenda-
lian kanker global.

Untuk men-
dukung percepatan 
deteksi dini, pemer-
intah menggelar 
layanan pemeriksaan 
kesehatan gratis bagi 
280 juta penduduk 

Pemerintah Perluas Layanan Skrining 
Kanker Gratis Seluruh Indonesia

Peliput: Lisna Indonesia melalui 
program Presiden 
Prabowo. Salah satu 
prioritas utaman-
ya adalah skrining 
kanker payudara 
bagi perempuan usia 
di atas 30 tahun.

Budi menam-
bahkan bahwa pe-
merintah sudah 
menyebarkan 10.000 
alat ultrasonografi 
(USG) ke puskesmas 
dalam tiga tahun ter-
akhir. Selain pendis-
tribusian alat, tenaga 
medis juga mendapat 
pelatihan khusus. 
“Dokter umum kini 
dapat melakukan 
skrining awal den-
gan standar yang ter-
latih,” ujarnya.

Selain itu, fasilitas 
penanganan lanjutan 
seperti kemoterapi 
telah tersedia di 514 
rumah sakit di Indo-
nesia. Keberadaan 
layanan tersebut di-
harapkan memper-
mudah pasien mem-
peroleh terapi tanpa 
harus dirujuk ke luar 
daerah.

Sejumlah kebija-
kan itu selaras den-
gan upaya global 
yang juga memer-
angi kanker melalui 
deteksi dini. Pada 
2020, WHO men-
catat lebih dari 19 
juta kasus kanker 
baru di seluruh dun-
ia, sedangkan lebih 
dari 10 juta orang 
meninggal akibat 
penyakit tersebut. In-
donesia sendiri men-
catat peningkatan 
kesadaran skrining 
sejak 2018, terutama 
setelah kampanye 
deteksi dini kanker 
payudara dan serviks 
digencarkan.

Budi menegas-
kan bahwa ketakutan 
masyarakat sering 
menjadi penghalang 
utama keberhasilan 
penanganan kanker. 
“Jangan lagi ada rasa 
khawatir yang mem-
buat kita menunda 
skrining,” tegasnya.

Ia mengingat-

kan bahwa sejum-
lah negara berhasil 
menurunkan angka 
kematian kanker 
berkat deteksi dini. 
Amerika Serikat 
misalnya, mencatat 
penurunan kema-
tian akibat kanker 
payudara hingga 43 
persen sejak 1989 
berkat kampanye 
skrining massif. In-
donesia diharapkan 
dapat mengikuti 
tren positif terse-
but melalui fasilitas 
yang kini semakin 
merata.

Peringatan Hari 
Kanker Sedunia ta-
hun ini juga men-
yoroti pentingnya 
kolaborasi lintas 
lembaga. RS Kank-
er Dharmais tercatat 
sebagai pusat kank-
er nasional yang 
sejak 1993 menjadi 
rujukan pengobatan 
kanker di Indonesia 
dan terlibat dalam 
banyak program 
edukasi masyarakat.

Pemerintah ber-
harap peningka-
tan akses skrining 
dapat menciptakan 
perubahan perilaku 
masyarakat, dari 
menunggu geja-
la muncul menjadi 
memeriksakan diri 
secara proaktif. Up-
aya ini juga diklaim 
sebagai strategi 
jangka panjang un-
tuk menekan be-
ban ekonomi akibat 
kanker, yang secara 
global diperkirakan 
mencapai USD 1,6 
triliun setiap tahun.

Dengan seluruh 
fasilitas yang telah 
tersedia, Budi me-
nutup dengan ajakan 
agar masyarakat me-
manfaatkan layanan 
tersebut secara op-
timal. “Kanker bisa 
diobati bila ditemu-
kan lebih cepat. Pe-
meriksaan adalah 
langkah kecil na-
mun sangat menen-
tukan,” katanya.(*)
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NTT-Kementeri-
an Pendidikan Dasar 
dan Menengah (Ke-
mendikdasmen) me-
nilai kasus bunuh diri 
seorang siswa kelas 
IV SD di Kabupaten 
Ngada, Nusa Tengga-
ra Timur (NTT), se-
bagai peristiwa yang 
memerlukan perhatian 
mendalam dari seluruh 
pemangku kepentin-
gan pendidikan. Ins-
iden tersebut menjadi 
cerminan nyata bahwa 
tekanan psikososial 
pada anak masih kerap 
terabaikan.

Peristiwa tragis itu 
terjadi pada Kamis 
(29/1) ketika korban 
ditemukan tergan-
tung di dahan pohon 
cengkeh dekat pon-
dok tempat ia tinggal 
bersama neneknya. 
Temuan itu menggun-
cang warga setempat 
dan memicu respons 
cepat aparat kepoli-
sian yang kemudian 
menemukan sepucuk 
surat tulisan tangan di-
duga ditujukan kepada 
ibunda korban.

Dalam surat berba-
hasa Ngada tersebut, 
korban menulis per-
mohonan agar sang 
ibu merelakannya. 
Surat itu juga memuat 
pesan agar sang ibu 
tidak mencari atau 
menangisinya, serta 
ditutup dengan gam-
bar menyerupai emoji 
wajah menangis. Poli-
si menduga isi surat 

Kasus Siswa SD Bunuh Diri di NTT Jadi 
Alarm Serius Dunia Pendidikan

Laporan: Alwan itu berkaitan erat den-
gan kondisi emosional 
korban sebelum men-
gakhiri hidupnya.

Dari hasil penyeli-
dikan, diketahui bah-
wa korban sempat 
meminta uang kepada 
ibunya untuk membe-
li buku tulis dan pena. 
Namun, sang ibu tidak 
dapat memenuhi per-
mintaan sederhana itu 
karena keterbatasan 
ekonomi keluarga. 
Situasi tersebut men-
jadi salah satu dugaan 
pemicu tekanan psi-
kologis yang tidak ter-
tangani.

Wakil Menteri Pen-
didikan Dasar dan 
Menengah (Wamen-
dikdasmen), Atip 
Latipulhayat, men-
yampaikan duka men-
dalam atas peristiwa 
tersebut. “Kejadian 
ini sangat serius dan 
menjadi pengingat 
bahwa kesejahteraan 
psikososial anak ada-
lah isu kompleks yang 
harus ditangani lintas 
sektor,” ujarnya, Rabu 
(4/2).

Ia menegaskan bah-
wa Kemendikdasmen 
melalui Balai Penjam-
inan Mutu Pendidikan 
(BPMP) NTT telah 
berkoordinasi den-
gan pemerintah daer-
ah untuk memberikan 
pendampingan kepada 
keluarga korban, ter-
masuk jaminan keber-
lanjutan pendidikan 
bagi saudara korban 
yang masih berseko-
lah.

Selain itu, kemen-

terian juga menjalin 
koordinasi dengan 
berbagai institusi so-
sial untuk memastikan 
keluarga memperoleh 
akses layanan sosial 
yang memadai. “Kami 
menyampaikan em-
pati kepada keluar-
ga, teman, guru, dan 
semua warga sekolah 
yang terdampak,” tam-
bah Atip.

Korban diketahui 
merupakan penerima 
manfaat Program In-
donesia Pintar (PIP) 
yang dananya telah 
tersalurkan sesuai 
mekanisme. Namun, 
Atip menegaskan 
bahwa perlindungan 
anak tidak cukup ber-
henti pada bantuan fi-
nansial. “Anak-anak 
dari keluarga rentan 
membutuhkan pen-
dampingan psikososial 
dan lingkungan yang 
suportif,” tuturnya.

Ia juga mengingat-
kan pentingnya komu-
nikasi terbuka antara 
sekolah, orang tua, 
dan masyarakat. “Se-
tiap anak harus merasa 
aman untuk mengung-
kapkan kerentanan 
mereka,” kata Atip. 
Ia menilai penguatan 
kepedulian terhadap 
kondisi emosional 
anak harus menjadi 
agenda bersama.

Dari kesaksian 
ibunda korban, MGT 
(47), anaknya sempat 
menginap di rumah 
sebelum kejadian. 
Pada pagi harinya, ia 
meminta tukang ojek 
mengantar korban ke 

pondok neneknya. Ia 
mengaku memberikan 
nasihat agar anaknya 
tetap rajin bersekolah, 
meski di tengah kondi-
si ekonomi yang serba 
terbatas.

Tragedi ini menam-
bah daftar kasus 
bunuh diri yang mel-
ibatkan anak di Indo-
nesia. Data Komnas 
Perlindungan Anak 
menunjukkan bahwa 
kasus bunuh diri anak 
meningkat dalam be-
berapa tahun terakhir, 
sebagian besar dipicu 
tekanan ekonomi, bul-
lying, hingga depresi 
yang tidak terdeteksi.

Secara global, 
fenomena serupa turut 
menjadi perhatian 
dunia. Laporan WHO 
2023 mencatat bahwa 
bunuh diri merupa-
kan penyebab kema-
tian nomor dua bagi 
anak usia 10-14 tahun 
secara internasional. 
Negara-negara seperti 
Jepang dan Korea Se-
latan juga pernah men-
catat lonjakan kasus 
bunuh diri anak akibat 
tekanan akademik dan 
sosial.

Para pengamat pen-
didikan menilai ke-
jadian di NTT harus 
menjadi momentum 
evaluasi sistem per-
lindungan anak, ter-
utama bagi wilayah-
wilayah dengan 
tingkat kemiskinan 
tinggi. Penguatan 
layanan konseling, 
perlindungan sosial, 
serta peningkatan ke-
sadaran masyarakat 
dinilai sangat penting 
untuk mencegah kasus 
serupa terulang.

Kasus ini menun-
jukkan bahwa persoa-
lan ekonomi, tekanan 
batin, dan lemahnya 
lingkungan pendamp-
ingan dapat menjadi 
kombinasi mematikan 
bagi anak. Pemerin-
tah diharapkan men-
jadikan peristiwa ini 
sebagai alarm untuk 
memperkuat inter-
vensi dini dan sistem 
perlindungan anak di 
seluruh Indonesia.(*)

JAKARTA-Komi-
si Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) kembali 
melakukan Operasi 
Tangkap Tangan (OTT) 
yang menyasar peja-
bat Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai, Rabu 
(4/2/2026). Dari opera-
si tersebut, lembaga an-
tirasuah mengamankan 
uang tunai dalam berb-
agai mata uang dan log-
am mulia seberat seki-
tar 3 kilogram.

Bea Cukai Disorot, KPK Tangkap Pejabat dan Sita Emas 
Serta Uang Miliaran

date setelah pemerik-
saan awal selesai,” kata 
Budi.

Sementara itu, Wakil 
Ketua KPK Fitroh 
Rohcahyanto men-
gonfirmasi bahwa tim 
penyidik telah memer-
iksa sejumlah pejabat 
Bea Cukai sejak siang 
hingga malam hari. Ia 
menegaskan bahwa ke-
giatan OTT ini merupa-
kan bagian dari pen-
guatan kembali agenda 
pemberantasan korupsi 
di sektor pelayanan 
publik.

“Ya, benar ada OTT. 
Tim masih bekerja,” 
ungkap Fitroh saat 
dikonfirmasi terpisah.

Pihak Direktorat 
Jenderal Bea dan Cu-
kai juga memastikan 
bahwa pemeriksaan 
oleh KPK sedang ber-
langsung. Kepala Sub-
direktorat Humas dan 
Penyuluhan, Budi Pra-
setyo, menyatakan bah-
wa lembaganya meng-
hormati proses hukum 
yang berjalan. “Saat 
ini sedang berlangsung 
pemeriksaan terhadap 
pejabat Bea Cukai oleh 
Tim KPK,” tulisnya da-

JAKARTA-Presiden RI Pra-
bowo Subianto memberikan per-
hatian serius terhadap kasus bunuh 
diri seorang siswa sekolah dasar 
di Kabupaten Ngada, Nusa Teng-
gara Timur (NTT), yang dipicu 
persoalan keterbatasan ekonomi. 
Presiden meminta kementerian ter-
kait melakukan langkah cepat dan 
menyeluruh untuk mencegah trage-
di serupa kembali terjadi.

Instruksi tersebut disampaikan 
Menteri Sekretaris Negara (Men-
sesneg) Prasetyo Hadi di Istana 
Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2). 
Prasetyo menegaskan bahwa Presi-
den menaruh empati dan duka men-
dalam atas kehilangan nyawa anak 
berusia sekolah dasar hanya karena 
tidak mampu membeli alat tulis.

“Bapak Presiden menaruh atensi 
penuh dan meminta kami berkoor-
dinasi agar kejadian seperti ini tidak 
terulang,” ujar Prasetyo.

Pernyataan tersebut muncul 
setelah polisi memastikan bahwa 
siswa SD asal Ngada itu ditemu-
kan tewas tergantung pada Kamis 
(29/1) lalu di dekat pondok tempat 
ia tinggal bersama neneknya. Keja-
dian tragis itu disebut berawal dari 
permintaan korban kepada sang ibu 
untuk membeli buku tulis dan pena, 
namun tidak dapat dipenuhi karena 
tidak ada uang.

Dalam penyelidikan di lokasi ke-
jadian, aparat menemukan sepucuk 
surat yang ditulis tangan dalam ba-
hasa Ngada. Surat tersebut diduga 
ditujukan kepada ibunya, berisi per-
mintaan agar sang ibu merelakan-
nya pergi lebih dahulu dan tidak 
bersedih. Pada bagian akhir, korban 
bahkan menggambar emoji wajah 
menangis.

Prasetyo menuturkan pemerin-
tah langsung bergerak melakukan 
koordinasi dengan kementerian 
lain. “Kami sudah berkoordinasi 
dengan Mendagri dan Mensos ter-
kait penanganan keluarga korban 
sekaligus melakukan evaluasi agar 
peristiwa ini tidak terulang,” katan-
ya.

Data awal kepolisian menyebut 
korban sempat menginap di rumah 
ibunya, MGT (47), sehari sebelum 

Presiden Instruksikan Evaluasi Bansos 
Usai Tragedi Siswa SD di NTT

Penindakan itu men-
jadi sorotan publik lan-
taran Bea dan Cukai 
merupakan salah satu 
institusi dengan peran 
strategis dalam penga-
wasan barang impor. 
KPK menilai transaksi 
ilegal yang terkait den-
gan arus barang masuk 
memiliki risiko besar 
terhadap potensi keru-
gian negara.

Juru Bicara KPK, 
Budi Prasetyo, men-

yampaikan bahwa ba-
rang bukti utama yang 
diamankan adalah uang 
rupiah, valuta asing, 
dan emas batangan. 
“Untuk uang tunai 
nilainya mencapai mil-
iaran rupiah, sementara 
logam mulia yang kami 
sita sekitar tiga kilo-
gram emas,” ujar Budi 
dalam konferensi pers 
di Gedung Merah Putih 
KPK.

Ia menambahkan 

bahwa operasi tersebut 
berkaitan dengan pros-
es pemasukan barang 
dari luar negeri. Na-
mun, jenis barang im-
por yang diduga men-
jadi objek permainan 
oknum pejabat masih 
dalam penyelidikan 
lebih lanjut.

“Kami belum dapat 
menyampaikan detail 
barang apa saja yang 
terlibat. Informasi leng-
kapnya akan kami up-

lam keterangan resmi.
Peristiwa ini 

menambah daftar pan-
jang kasus korupsi yang 
melibatkan oknum 
aparat Bea Cukai. Se-
cara historis, lembaga 
tersebut sudah beberapa 
kali terseret kasus seru-
pa, termasuk penangka-
pan pegawai di Batam 
pada 2016 dan Skandal 
fasilitas impor pada 
awal 2000-an yang per-
nah mencuatkan refor-
masi besar-besaran di 
lingkungan Kementeri-
an Keuangan.

Dalam konteks 
global, praktik suap 
sektor kepabeanan bu-
kan hal baru. Trans-
parency International 
dalam laporan tahunan-
nya menyebutkan bah-
wa sektor kepabeanan 
menjadi salah satu dari 
lima sektor paling rent-
an korupsi di dunia, ter-
utama di negara-negara 
dengan volume perd-
agangan internasional 
tinggi.

OTT terhadap peja-
bat Bea Cukai ini juga 
merupakan peninda-
kan kedua KPK pada 
hari yang sama. Sebel-
umnya, lembaga itu 

menangkap seorang 
pimpinan Kantor Pe-
layanan Pajak (KPP) 
di Banjarmasin, Kali-
mantan Selatan. KPK 
menyebut rangkaian 
operasi ini sebagai ba-
gian dari penguatan 
kembali upaya represif 
lembaga dalam menin-
dak kasus korupsi 
struktural.

Hingga berita ini di-
terbitkan, KPK belum 
merinci jumlah uang 
secara keseluruhan 
maupun jumlah pejabat 
yang diamankan. Pros-
es gelar perkara dijad-
walkan berlangsung 
dalam waktu dekat se-
belum lembaga terse-
but mengumumkan 
status hukum para pi-
hak yang diperiksa.

KPK menegaskan 
akan terus mengawasi 
integritas lembaga pe-
layanan publik, teru-
tama yang berkaitan 
langsung dengan me-
kanisme fiskal dan pen-
gawasan perdagangan 
internasional. “Kami 
pastikan perkemban-
gan baru akan kami 
sampaikan kepada 
masyarakat,” pungkas 
Budi.(*)

kematian. Pagi harinya sekitar pukul 
06.00, ibunya meminta tukang ojek 
mengantar korban kembali ke pon-
dok neneknya yang telah berusia 
sekitar 80 tahun. Sebelum berpisah, 
sang ibu bahkan memberikan nasi-
hat agar anaknya tetap rajin sekolah.

“Kondisi ekonomi kami memang 
terbatas,” demikian pengakuan ibu 
korban dalam pemeriksaan kepoli-
sian.

Pemerintah menilai tragedi ini 
menjadi alarm keras bagi sistem 
perlindungan sosial. Mensesneg 
menegaskan bahwa pemerintah 
akan meninjau kembali basis data 
penerima bantuan. “Ke depan, kami 
mengevaluasi agar bantuan tepat 
sasaran, khususnya bagi anak-anak 
usia sekolah dari keluarga rentan,” 
katanya.

Secara historis, kasus bunuh 
diri anak akibat tekanan ekonomi 
bukan fenomena baru di Indonesia 
maupun dunia. Di Indonesia, Kom-
nas Perlindungan Anak mencatat 
beberapa kasus serupa pada kurun 
2018â€“2023, termasuk anak yang 
mengakhiri hidupnya karena tidak 
mampu membayar iuran sekolah 
atau membeli seragam. Di tingkat 
global, UNICEF pada 2021 juga 
merilis laporan bahwa kemiskinan 
ekstrem menjadi salah satu faktor 
risiko tertinggi bunuh diri pada anak 
dan remaja di negara berkembang.

Di NTT sendiri, ketimpangan 
akses pendidikan dan kemiskinan 
ekstrem masih menjadi masalah 
struktural. Data BPS 2023 menun-
jukkan NTT termasuk lima provinsi 
dengan tingkat kemiskinan tertinggi 
di Indonesia. Kondisi ini membuat 
banyak anak berada dalam situasi 
rentan, terutama terkait pemenuhan 
kebutuhan dasar sekolah.

Tragedi di Ngada ini memantik 
keprihatinan publik sekaligus me-
negaskan pentingnya perlindungan 
sosial yang merata hingga pelosok. 
Pemerintah menyatakan komitmen-
nya untuk melakukan evaluasi kom-
prehensif agar tidak ada lagi anak 
Indonesia yang kehilangan masa 
depan akibat kesulitan memenuhi 
kebutuhan pendidikan dasar.(*)
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BAUBAU, BP-De-
wan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota 
Baubau resmi mene-
tapkan materi pokok 
kegiatan untuk Masa 
Sidang II Tahun Sidang 
2025-2026 melalui ra-
pat paripurna yang di-
gelar di Ruang Rapat 
Utama DPRD. Peneta-
pan agenda ini menjadi 
fondasi kerja legislatif 
untuk periode Februari 
hingga Mei 2026.

Keputusan tersebut 
sekaligus menandai be-
rakhirnya Masa Sidang 
I yang berlangsung se-
jak Oktober 2025 hing-
ga Januari 2026. DPRD 
memandang perlu 
adanya kesinambungan 
program agar fungsi 
legislasi, pengawasan, 
dan penganggaran tetap 
terukur dan berjalan 
efektif sepanjang tahun.

Sekretaris DPRD 
Kota Baubau, Yaya 
Wirayahman, S.STP., 
M.KP., mengatakan 
bahwa penyusunan 
materi pokok kegiatan 
disusun berdasarkan 
regulasi nasional yang 
relevan. “Penetapan 
ini bukan sekadar ritu-
al administratif, tetapi 
komitmen agar setiap 
keputusan DPRD se-
laras dengan kebutuhan 
warga Baubau,” ujarn-
ya.

Agenda Masa Sidang 

Paripurna DPRD Baubau Sahkan Materi 
Pokok Masa Sidang II

Pewarta: Amat Jr II menitikberatkan pada 
pembahasan sejumlah 
Rancangan Peraturan 
Daerah (Raperda) yang 
dinilai mendesak untuk 
penyelesaian produk 
hukum daerah. DPRD 
menilai sejumlah reg-
ulasi baru dibutuhkan 
untuk menjawab tanta-
ngan pembangunan di 
awal tahun.

Dalam bidang pen-
gawasan, DPRD akan 
memantau pelaksanaan 
program pembangunan 
triwulan pertama dan 
kedua. Evaluasi akan 
difokuskan pada kese-
suaian pelaksanaan ke-
giatan perangkat daerah 
dengan rencana kerja 
yang telah ditetapkan 
pada APBD 2026.

Selain pembaha-
san legislasi dan pen-
gawasan, penyerapan 
aspirasi masyarakat 
menjadi salah satu misi 
utama DPRD pada 
periode ini. DPRD 
menargetkan intensifi-
kasi komunikasi poli-
tik melalui kunjungan 
lapangan dan forum di-
alog publik.

Landasan hukum 
yang digunakan dalam 
penyusunan agenda 
kerja tersebut tertuang 
dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2001 
tentang Pembentukan 
Kota Baubau, serta Un-
dang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 

yang telah diperbarui 
melalui Undang-Un-
dang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Cipta 
Kerja.

Sekretaris DPRD 
juga menegaskan pent-
ingnya koordinasi 
antarlembaga dalam 
menjalankan fungsi pe-
merintahan. “Seluruh 
alat kelengkapan dewan 
harus tancap gas dalam 
Masa Sidang II ini agar 
capaian legislasi dan 
pengawasan dapat sele-
sai tepat waktu,” katan-
ya.

Agenda paripurna 
tersebut turut dihadi-
ri Wakil Ketua DPRD 
Baubau Natas Aryu 
Prawira Tamin, SM., 
MM., serta Adriansyah 
Farmin, ST. Dari unsur 
eksekutif hadir Asisten 
II Setda Kota Baubau, 
Dr. Dahrul Dahlan, 
S.STP., M.Si., mewaki-
li Sekda Kota Baubau. 
Selain itu, unsur For-
kompinda dan pejabat 
eselon II dan III lingk-
up Pemkot Baubau juga 
hadir.

Secara historis, pen-
etapan agenda masa 
sidang merupakan tra-
disi dalam sistem par-
lementer modern yang 
berkembang sejak abad 
ke-19, ketika parlemen 
Inggris mulai merapi-
kan kalender legisla-
si untuk memastikan 
akuntabilitas publik. Di 
Indonesia, pengaturan 

masa sidang diperkuat 
sejak masa reformasi 
1998 dengan pemben-
tukan berbagai un-
dang-undang pemerin-
tahan daerah.

Pakar tata kelola 
pemerintahan menilai 
bahwa penyusunan 
agenda sidang yang 
terukur berperan besar 
dalam stabilitas pem-
bangunan daerah. Di 
banyak negara, seperti 
Jepang dan Korea Sela-
tan, konsistensi agenda 
legislatif tahunan men-
jadi faktor kemajuan 
daerah karena memasti-
kan sinkronisasi antara 
kebijakan eksekutif dan 
keputusan legislatif.

DPRD Baubau ber-
harap pola kerja se-
rupa dapat diterapkan 
dalam Masa Sidang II 
tahun ini. “Harapannya, 
seluruh program dapat 
berjalan harmonis an-
tara DPRD dan pe-
merintah daerah demi 
percepatan pembangu-
nan,” tambah Yaya da-
lam kesempatan terse-
but.

Penetapan ini men-
jadi titik awal dimu-
lainya rangkaian pem-
bahasan strategis yang 
akan memengaruhi arah 
kebijakan Kota Baubau 
sepanjang 2026, ter-
masuk aspek pemba-
ngunan ekonomi, pe-
layanan publik, dan tata 
kelola pemerintahan.(*)

BAUBAU, BP- Di-
nas Komunikasi dan 
Informatika (Dis-
kominfo) Kota Baubau 
menegaskan komitmen 
memperkuat arah trans-
formasi digital dan kea-
manan siber pada awal 
2026 melalui rapat 
evaluasi kinerja pega-
wai yang digelar Rabu 
(04/02/2026). Langkah 
ini dilakukan untuk 
memastikan seluruh 
program selaras den-
gan visi pembangunan 
jangka panjang daerah.

Pertemuan terse-
but dipimpin Kepala 
Dinas Kominfo Bau-
bau, H. Andi Hamzah 
Machmud, S.Sos., 
M.Si., bersama Sek-
retaris Dinas, Dr. 
Hamzah, SH., M.I.
Kom. Keduanya me-
minta seluruh pegawai 
memahami kembali 
garis kebijakan yang 
tertuang dalam Ren-
cana Pembangunan 
Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) dan 
Rencana Strategis 
bidang masing-masing.

Hamzah menegas-
kan bahwa Diskomin-
fo sedang mengarah 
pada pola perencanaan 
jangka panjang hingga 
2030. Ia menyebut per-
encanaan tersebut harus 
diperkuat sejak awal 
tahun agar perangkat 
daerah bergerak dalam 
jalur yang sama. “Kita 
tidak boleh berjalan 
dengan standar yang 
berbeda. Tujuan 2030 
harus dipahami mulai 
hari ini,” ujarnya dalam 
rapat.

Fokus pembahasan 
pada awal Februari 
tersebut tidak hanya 
meninjau capaian Jan-
uari, tetapi juga menata 
ulang pendekatan digi-
talisasi pemerintahan. 
Optimalisasi Sistem 
Pemerintahan Berba-

Menuju 2030, Kominfo Baubau 
Mantapkan Strategi Digital Pemerintah

BAUBAU, BP-Ke-
siapan fisik dan mental 
calon jamaah haji (CJH) 
kembali menjadi fokus 
utama pemerintah men-
jelang musim haji 1447 
H/2026 M. Kementeri-
an Agama (Kemenag) 
Kota Baubau bersa-
ma Dinas Kesehatan 
(Dinkes) memperkuat 
sinergi melalui bimbin-
gan manasik kesehatan 
yang digelar di Aula 
Kantor Kemenag Bau-
bau pada Selasa, 3 Feb-
ruari 2026.

Dalam kegiatan 
yang diselenggarakan 
oleh Seksi Penyeleng-
garaan Haji dan Um-
rah tersebut, aspek 
kesehatan ditempatkan 
sebagai fondasi uta-
ma mengingat tuntutan 
fisik ibadah haji yang 
semakin kompleks. 
Panitia menekankan 

Dinkes Bersama Kementrian Haji dan Umrah Baubau 
Sinergi Siapkan CJH Hadapi Cuaca Ekstrem

bahwa kesiapan jamaah 
bukan hanya pada pe-
mahaman manasik, 
tetapi juga kemampuan 
tubuh beradaptasi den-
gan kondisi ekstrem di 
Arab Saudi.

Kabid Pencegahan 
dan Pengendalian Pen-
yakit (P2P) Dinkes Bau-
bau, Yuslina, S.Kes., 
M.Si., hadir sebagai 
pemateri utama dan 
menyoroti pentingnya 
pembiasaan pola hidup 
sehat sejak sebelum ke-
berangkatan. “Haji ada-
lah ibadah fisik. Untuk 
mencapai haji mabrur, 
jamaah harus mantap 
iman, mantap ilmu, 
dan mantap kesehatan,” 
ujarnya mewakili Plt. 
Kepala Dinas Keseha-
tan Kota Baubau.

Dinkes menyam-
paikan bahwa perbe-
daan iklim antara Indo-
nesia dan Arab Saudi 
dapat menimbulkan 

risiko kesehatan seperti 
dehidrasi, heat stroke, 
dan infeksi menular. 
Oleh karena itu, edu-
kasi mitigasi menjadi 
salah satu pilar penting 
yang diberikan kepada 
jamaah agar mampu 
mengantisipasi potensi 
masalah selama berada 
di Tanah Suci.

Selain itu, pendekat-
an edukasi ramah lansia 
disiapkan secara khu-
sus. Mengingat persen-
tase jamaah lanjut usia 
terus meningkat setiap 
tahun, Dinkes Baubau 
memberi penekanan 
pada teknik pendampin-
gan dan langkah untuk 
menjaga kemandirian 
lansia selama menjalani 
seluruh rangkaian iba-
dah.

Pembahasan juga 
mencakup pengelolaan 
penyakit bawaan seper-
ti hipertensi dan diabe-
tes yang kerap menjadi 

hambatan kesehatan 
jamaah. “Jamaah harus 
memahami cara men-
jaga kondisi penyakit 
bawaan tetap stabil agar 
tidak mengganggu iba-
dah,” kata Yuslina da-
lam sesi penyuluhan.

Demi mence-
gah penyakit infeksi, 
Dinkes mengingatkan 
pentingnya vaksinasi 
dan perlindungan diri 
karena jamaah akan 
berinteraksi dengan ju-
taan orang dari berbagai 
negara. Potensi penyeb-
aran infeksi pernapas-
an sangat tinggi, ter-
lebih pada saat wukuf, 
melontar jumrah, dan 
tawaf.

Manasik keseha-
tan kali ini diharapkan 
dapat menjadi titik 
awal perubahan pola 
hidup yang lebih baik. 
Jamaah diminta mulai 
melakukan latihan fisik 
ringan, mengatur pola 

tidur, serta menjaga 
asupan nutrisi agar tu-
buh terbiasa sebelum 
menghadapi cuaca ek-
strem. “Tubuh tidak 
boleh kaget ketika tiba 
di Arab Saudi, dan per-
siapan harus dimulai 
dari sekarang,” tutur 
Yuslina.

Peningkatan kesia-
pan kesehatan jamaah 
bukanlah hal baru da-
lam sejarah penye-
lenggaraan haji. Secara 
nasional, pendekatan 
istithaah mulai men-
jadi syarat wajib sejak 
2017 setelah pemerin-
tah mencatat tinggin-
ya angka jamaah yang 
mengalami gangguan 
kesehatan berat di Arab 
Saudi. Secara global, 
Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) juga se-
jak 2015 menekankan 
pentingnya kesiapan 
fisik dalam ibadah haji 
karena kondisi cuaca 
yang dapat mencapai 
lebih dari 50Â°C.

Di tingkat inter-
nasional, Arab Saudi 
juga terus memperlu-
as layanan kesehatan 
haji sejak 1983, ter-
masuk pembangunan 
rumah sakit khusus 
haji, pendingin di area 
masyair, dan penguatan 
sistem tanggap darurat. 
Data historis ini menun-
jukkan bahwa kesiapan 
kesehatan adalah isu 
global yang menjadi 
perhatian banyak nega-
ra pengirim jamaah.

Melalui edukasi kes-
ehatan yang terstruktur, 

Kemenag dan Dinkes 
Baubau menargetkan 
terwujudnya Istithaah 
Kesehatan, yaitu ke-
mampuan jamaah se-
cara fisik dan mental 
untuk menjalankan 
seluruh ibadah. Hasil 
dari proses ini dihara-
pkan menghasilkan ja-
maah yang lebih mandi-
ri, sehat, dan mampu 
melaksanakan ibadah 
secara optimal.

“Kami ingin seluruh 
jamaah Baubau be-
rangkat dalam kondi-
si sehat, menjalankan 
ibadah maksimal, dan 
kembali ke tanah air 
dengan predikat haji 
mabrur serta kesehatan 
tetap terjaga,” tutup 
Yuslina, menegaskan 
komitmen pihaknya.(*)

Laporan: Firman

sis Elektronik (SPBE) 
menjadi prioritas utama 
yang diklaim sebagai 
fondasi modernisasi pe-
layanan publik.

Diskominfo bahkan 
berencana memper-
ketat regulasi standar 
pengadaan aplikasi dan 
perangkat teknologi 
informasi. Setiap pen-
gadaan perangkat oleh 
organisasi perangkat 
daerah harus melalui 
verifikasi teknis. “Mu-
lai tahun ini, seluruh 
pengadaan IT wajib 
masuk meja Kominfo 
untuk verifikasi spesifi-
kasi,” kata Hamzah me-
negaskan.

Selain itu, keaman-
an siber menjadi so-
rotan besar menyusul 
meningkatnya ancaman 
global. Sepanjang 
2024-2025, Indonesia 
menjadi salah satu neg-
ara dengan serangan 
siber tertinggi di Asia 
Tenggara. Data Badan 
Siber dan Sandi Negara 
(BSSN) mencatat lebih 
dari 300 juta anomali 
serangan dalam seta-
hun. Hal ini semakin 
mendorong Pemkot 
Baubau mengubah 
pendekatan pengaman-
an dari pasif menjadi 
aktif.

Menurut Hamzah, 
pola lama tidak lagi rel-
evan. Tahun ini Komin-
fo akan menerapkan 
pemantauan masif ter-
hadap seluruh aplikasi 
pemerintah. “Kita tidak 
bisa hanya menung-
gu sistem bermasalah. 
Keamanan siber seka-
rang harus aktif, cepat 
dan tegas,” ujar Hamzah 
dalam kutipan lainnya.

Langkah penguatan 
juga mencakup penge-
lolaan informasi publik 
dan peningkatan kualitas 
konten pada kanal re-
smi pemerintah, seperti 
Facebook, TikTok dan 
Instagram. Upaya ini 

dilakukan untuk menja-
ga citra positif pemer-
intah sekaligus mening-
katkan kepercayaan 
masyarakat terhadap 
layanan digital.

Secara historis, pen-
guatan informasi pub-
lik telah menjadi tren 
global sejak 2018 keti-
ka banyak pemerintah 
memperketat aturan ke-
terbukaan data akibat 
meningkatnya isu mis-
informasi di media so-
sial. Hal ini juga terjadi 
di Indonesia saat beber-
apa daerah mulai mem-
bentuk pusat pengenda-
lian informasi digital. 
Diskominfo Baubau 
mengikuti arus terse-
but dengan menekank-
an ketegasan memilah 
informasi terbuka dan 
data yang dikecualikan 
sesuai regulasi.

Evaluasi kinerja bu-
lanan menjadi sistem 
yang terus dijaga oleh 
Diskominfo. Pertemuan 
Februari ini akan 
dibandingkan kemba-
li pada rapat evaluasi 
berikutnya, Maret 2026. 
Siklus ini diterapkan un-
tuk memastikan standar 
kinerja pegawai tetap 
optimal dan sesuai ke-
butuhan masyarakat.

Dalam rapat terse-
but, Sekretaris Dinas 
Dr. Hamzah menam-
bahkan bahwa evaluasi 
kontinuitas wajib men-
jadi budaya kerja. “Kita 
ingin standar pelayanan 
yang tidak turun di ten-
gah jalan. Evaluasi ini 
adalah kontrol kualitas,” 
ujarnya.

Rangkaian upaya 
tersebut diharapkan 
mampu memperkuat 
struktur tata kelola dig-
ital Pemerintah Kota 
Baubau dan memas-
tikan transisi menuju 
pemerintahan modern 
yang aman, terukur, dan 
akuntabel hingga 2030.
(*)

Laporan: Ardi


